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ABSTRAK 

Eka. M, Nurul. 2009. Analisis Pengukuran Kinerja Koperasi (Studi Kasus pada 
Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Blora). Skripsi, Ekonomi  
Pembangunan, Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I             
Drs. Bambang Prishardoyo M,Si, Pembimbing II Drs. H. Muhsin M,Si. 
  
Kata Kunci: Pengukuran Kinerja 
 

 Dalam menilai suatu kinerja koperasi diperlukan suatu pengukuran 
kinerja. Selama ini KPRI Kabupaten Blora hanya melakukan pengukuran yang 
hanya menitikberatkan pada aspek keuangan saja yaitu pengukuran kinerja dengan 
rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas, sehingga belum mengukur kinerja secara 
keseluruhan. Mengacu dari uraian diatas maka pokok permasalahan yang diangkat 
adalah: 1) Bagaimana persepsi pengurus terhadap aturan pengukuran kinerja 
koperasi, 2) Bagaimana peran pemerintah daerah dalam sosialisasi aturan 
pengukuran kinerja koperasi dalam rangka pembinaan koperasi, 3) Bagaimana 
KPRI di Kabupaten Blora jika diukur dengan alat ukur yang sesuai dengan 
Pedoman Pemeringkatan Koperasi (Kep. Men. No. 06/Per/M. KUKM/III/2008). 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui persepsi pengurus 
terhadap aturan pengukuran kinerja koperasi, 2) Untuk mengetahui peran 
pemerintah daerah dalam sosialisasi aturan pengukuran kinerja koperasi, 3) Untuk 
mengetahui pengukuran kinerja KPRI di Kabupaten Blora jika diukur dengan alat 
ukur yang sesuai dengan Pedoman Pemeringkatan Koperasi (Kep. Men. No. 
06/Per/M. KUKM/III/2008). 

Populasi penelitian ini adalah seluruh KPRI di Kabupaten Blora yang 
berjumlah 62 KPRI dan diambil sampel 40 KPRI dengan teknik purposive 
sampling. Variabel yang diteliti adalah pengetahuan, motivasi, dan pemahaman 
pengurus mengenai pengukuran kinerja koperasi, pengukuran kinerja sesuai 
dengan Pedoman Pemeringkatan Koperasi. Data diambil dengan metode angket 
dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara distribusi persentase. 

Hasil analisis data menunjukkan data bahwa para pengurus KPRI masih 
menggunakan ukuran rentabilitas, likiditas, dan solvabilitas dalam mengukur 
kinerja yaitu sebanyak 40,4% disebabkan kurangnya pengetahuan pengurus KPRI, 
33,7% kurangnya pendidikan dan motivasi serta 41,3% kurangnya pemahaman 
terhadap pengukuran kinerja koperasi. Jika diukur dengan Pedoman 
Pemeringkatan Koperasi, KPRI di Kabupaten Blora dalam kriteria berkualitas 
dengan rata-rata nilai 353. 
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Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Dinas Koperasi tidak pernah 
melakukan sosialisasi pengukuran kinerja dan tidak pernah memberikan pelatihan 
mengenai pengukuran kinerja secara efektif, masih ada beberapa komponen pada 
penilaian klasifikasi berdasarkan Kep. Men. No. 06/Per/M. KUKM/III/2008 
kurang tepat digunakan. Saran yang diajukan adalah Dinas Koperasi harus 
melakukan pendidikan dan pelatihan maupun pemberian sarana penunjang untuk 
mempermudah pengurus dan anggota memperoleh pengetahuan tentang koperasi, 
serta para pengurus dan pengelola koperasi sebaiknya meningkatkan kinerja usaha 
yang semakin sehat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ada tiga sektor ekonomi yang menangani berbagai kegiatan usaha dalam 

kehidupan perekonomian. Ketiga sektor kekuatan ekonomi tersebut adalah sektor 

negara, sektor swasta dan sektor koperasi. Untuk mencapai masyarakat yang adil 

dan makmur, maka ketiga sektor kekuatan ekonomi itu harus saling berhubungan 

dan bekerjasama secara baik dan teratur. Dalam melaksanakan perekonomian 

tersebut yang sesuai adalah koperasi. 

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok 

perkoperasian bahwa koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat bertujuan untuk 

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945. Dengan memperhatikan kedudukan dan tujuan 

koperasi tersebut, maka dapat dilihat bahwa peranan koperasi sangatlah penting 

dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat.  

Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi sebagai badan usaha 

memerlukan pengukuran kinerja yang tepat sebagai dasar untuk menentukan 

efektivitas kegiatan usahanya terutama efektivitas operasional, bagian organisasi 

dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya (Mulyadi, 2001: 416). 
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Departemen Koperasi telah memberikan berbagai konsep pengukuran 

kinerja koperasi yaitu konsep pengukuran kinerja sebelum tahun 1997, yang 

meliputi 3(Tiga) Sehat (Mental, Usaha, Organisasi), Pengklasifikasian Koperasi 

A, B, C setelah tahun 1997, Penilaian Kesehatan USP/KSP (Adanya PP No. 9 

tahun 1965 dan Kep. Men. No. 226 dan 227 tahun 1996), Penilaian Kesehatan 

Simpan Pinjam dalam Surat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan 

Menengah No. 194/KEP/M/IX/1998, Konsep pengukuran kinerja yang diukur dari 

produktivitas, efisiensi, kemampuan, pertumbuhan, cooperative effect (Keputusan 

Dep. Kop & PPK RI No. 20/PPK/1997) dan konsep pengukuran kinerja menurut 

Pedoman Pemeringkatan Koperasi (Kep. Men. No. 06/Per/M. KUKM/III/2008). 

KPRI di Kabupaten Blora berjumlah 62 koperasi, yang masing-masing 

KPRI berkedudukan di instansi pemerintahan yaitu kantor dinas sampai dengan 

sekolah yang tersebar luas di Kabupaten Blora dengan usaha simpan pinjam, 

pertokoan dan warung koperasi. Dari survey awal yang dilakukan peneliti, telah 

diperoleh fakta bahwa pengukuran kinerja koperasi yang selama ini diterapkan 

pengelola dalam KPRI Kabupaten Blora yaitu menggunakan pengukuran kinerja 

keuangan yang pengukurannya sebatas penilaian dari laporan keuangan dengan 

menggunakan analisa rasio keuangan rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas 

(Laporan RAT tahun 2008). Sedangkan konsep pengukuran kinerja yang berlaku 

saat ini yaitu pengukuran kinerja menurut Kep. Men. No. 06/Per/M. 

KUKM/III/2008.  
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Tabel 1.1 
 Data Rentabilitas, Likuiditas dan Solvabilitas 

No KPRI Tahun 2008 
Rentabilitas Likuiditas Solvabilitas 

1. KPRI Karya Sejahtera 2,95 % 208 % 198 % 
2. KPRI Wargo Tunggal 1,05 % 1167 % 313,72 % 
3. KPRI Tuwuh 1.26 % 784,53 % 199,97 % 
4. KPRI Dwi Eksa 1,28 % 553 % 252,59 % 
5. KPRI Keluarga “RSU” Blora 4,03 % 132,78 % 156 % 
6. KPRI Swa Usaha 0,71 % 655 % 275 % 

Sumber: Data diolah (Laporan RAT, 2008) 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Andasari Kusumadewi 

(Pengurus PKPRI Kabupaten Blora) pada tanggal 2 Januari 2009, menyatakan 

bahwa Dinas Koperasi dalam melakukakan peninjauan dan sosialisasi aturan 

pengukuran kinerja koperasi setiap 2 tahun sekali. Dari wawancara dengan 

beberapa pengurus koperasi yaitu KPRI Wargo Tunggal, KPRI Karya Sejahtera, 

KPRI Dwi Eksa, KPRI Tuwuh, KPRI Keluarga “RSU” Blora, KPRI Swa Usaha 

juga menunjukkan fakta bahwa pengurus masih kurang memahami pengukuran 

kinerja koperasi dan peraturannya yang berlaku saat ini. Serta menurut pengurus 

koperasi tersebut Dinas Koperasi selaku pemeran di dalam mensosialisasikan 

aturan pengukuran kinerja juga belum bekerja secara maksimal. 

Selama ini para pengurus mempunyai persepsi bahwa pengukuran kinerja 

koperasi bisa dinilai cukup dengan mengukur dari segi keuangan saja. Namun 

pada prakteknya pengukuran kinerja keuangan memiliki beberapa kelemahan 

diantaranya: belum mampu menunjukkan kemampuan rata-rata koperasi, hanya 

memberikan evaluasi dalam jangka pendek, adanya kesulitan dalam 

menginterpretasikan hasil analisis dan tidak dapat memberikan gambaran yang 

lengkap mengenai keadaan perusahaan. Selain itu pengukuran kinerja dengan 
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analisa keuangan hanya menunjukkan kemampuan koperasi dari segi keuangan 

saja yaitu kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, 

jangka panjang, dan kemampuan memperoleh laba, sedangkan kinerja secara 

keseluruhan yang menyangkut sumber daya manusia dan organisasi tidak dapat 

ditunjukkan secara lengkap.  

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengukuran kinerja tersebut 

mengakibatkan perlunya pengukuran yang menyeluruh, yaitu pengukuran kinerja 

yang tidak hanya mengukur kinerja keuangan saja, akan tetapi juga mampu 

menggambarkan kondisi koperasi secara lengkap, jelas dan akurat terutama 

menyangkut sumber daya manusia yang diintegrasikan dalam perencanaan baik 

organisasi maupun usaha. Konsep pengukuran kinerja yang menyeluruh 

memberikan manfaat sebagai acuan dalam penelitian kinerja keuangan yang lebih 

akurat efektif dan efisien.  

Pedoman Pemeringkatan Koperasi (Kep Men No. 06/Per/M. 

KUKM/III/2008) merupakan konsep pengukuran yang dapat menunjukkan kinerja 

koperasi secara menyeluruh yang berlaku saat ini. Ada 6 aspek dalam kriteria atau 

standar penilaian yaitu Aspek Badan Usaha Aktif dengan indikator 

penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus/Pengawas, manajemen 

pengawasan, keberadaan dan tingkat realisasi Rencana Kerja (RK) serta RAPB 

koperasi, kondisi operasional kegiatan/usaha yang dilakukan, kinerja 

kepengurusan, tertib administrasi, keberadaan sistem informasi, dan kemudahan 

untuk mendapatkan informasi; Kinerja Usaha Yang Semakin Sehat dengan 

indikator struktur permodalan, tingkat kesehatan kondisi keuangan, kemampuan 

bersaing koperasi, strategi bersaing koperasi, dan inovasi yang dilakukan; 

Kohesitas dan Partisipasi Anggota dengan indikator kohesitas anggota, rasio 

peningkatan jumlah anggota, persentase jumlah anggota yang melunasi simpanan 
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wajib, persentase besaran simpanan selain simpanan pokok dan simpanan wajib, 

rasio peningkatan jumlah penyertaan modal anggota kepada koperasi, tingkat 

pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota, dan pola pengkaderan; Orientasi 

kepada Pelayanan Anggota dengan indikator pendidikan dan pelatihan anggota, 

keterkaitan antar usaha koperasi dengan kepentingan anggota, dan transaksi usaha 

koperasi dengan usaha/kegiatan anggota; Pelayanan terhadap Masyarakat dengan 

indikator pelayanan usaha/kegiatan koperasi (dalam bentuk barang dan jasa) yang 

dapat dinikmati oleh masyarakat non anggota, persentase besaran dana yang 

disisihkan dari anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk pelayanan sosial 

yang dapat dinikmati oleh masyarakat, kemudahan masyarakat mendapatkan 

informasi bisnis yang disebarkan oleh koperasi dan tanggapan masyarakat sekitar 

terhadap keberadaan koperasi; Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah dengan 

indikator ketaatan koperasi dalam pembayaran pajak, pertumbuhan penyerapan 

tenaga kerja, dan tingkat upah. Pedoman pemeringkatan ini penting bagi 

pertumbuhan koperasi karena dalam pengukurannya dapat memperlihatkan 

seluruh aktivitas yang dijalankan oleh koperasi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, perlu diadakan 

suatu penelitian. Mengingat pentingnya analisis kinerja pada sebuah koperasi, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Pengukuran Kinerja Koperasi (Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia di Kabupaten Blora)”. Penelitian pada KPRI di Kabupaten Blora ini 

merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat Blora yang telah 

menjadi bagian masyarakat nasional demi perkembangan dan kemajuan lembaga 

koperasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan data 

tentang kinerja dan sumbangan pemikiran bagi Departemen koperasi dan KPRI 

khususnya di Kabupaten Blora dalam rangka penentuan tingkat efisiensi dan 

efektivitas suatu koperasi. 
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1.2 Permasalahan 

Pengukuran kinerja KPRI di Kabupaten Blora selama ini kurang mampu 

menunjukkan kondisi secara lengkap, jelas dan akurat karena hanya menerapkan 

penilaian kinerja yang dinilai dari segi keuangan saja yaitu pengukuran kinerja 

rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas. Berdasarkan uraian diatas maka pokok 

permasalahan yang akan diangkat adalah: 

1.2.1 Bagaimana persepsi pengurus terhadap aturan pengukuran kinerja 

koperasi?  

1.2.2 Bagaimana peran pemerintah daerah dalam sosialisasi aturan pengukuran 

kinerja koperasi dalam rangka pembinaan koperasi? 

1.2.3 Bagaimana kinerja KPRI di Kabupaten Blora jika diukur dengan alat ukur 

yang sesuai dengan Pedoman Pemeringkatan Koperasi (Kep Men No. 06/Per/M. 

KUKM/III/2008)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui persepsi pengurus terhadap aturan pengukuran kinerja 

koperasi 

1.3.2 Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam rangka pembinaan 

koperasi. 

1.3.3 Untuk mengetahui pengukuran kinerja KPRI di Kabupaten Blora jika 

diukur dengan alat ukur yang sesuai dengan Pedoman Pemeringkatan Koperasi 

(Kep Men No. 06/Per/M. KUKM/III/2008). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat khususnya bagi 

pengembangan ilmu ekonomi sebagai sumber referensi yang dapat memberikan 

informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai permasalahan ini dan menambah sumber pustaka yang telah 

ada. 

1.4.2 Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi KPRI dalam 

kegiatan manajemen koperasi sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja 

dari segi keuangan dan non keuangan. 

1.5 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penulisan ini untuk menghindari terjadinya 

kekeliruan atau kesalahpahaman dan supaya terjadi keseragaman dalam 

menafsirkan judul dalam skripsi. 

1.5.1 Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas 

operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan 

sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2001: 

416). 
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1.5.2 Penilaian Kinerja Koperasi Kep. Men. No. 06/Per/M. KUKM/III/2008 

menurut pedoman pemeringkatan koperasi  

Pemeringkatan koperasi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap kondisi 

dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran obyektif dan transparan 

dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat 

kualitas dari suatu koperasi. 

1.5.3 KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) 

KPRI adalah suatu badan koperasi yang beranggotakan para pegawai 

negeri yang berkedudukan di wilayah tertentu yang mempunyai kepentingan yang 

sama untuk melakukan usaha dan kegiatan utamanya adalah melayani 

kepentingan para anggota dan pihak-pihak di luar anggota koperasi. Pegawai 

negeri dapat diartikan pegawai pemerintah yang berada di luar politik, bertugas 

melakukan administrasi pemerintah berdasarkan perundang-undangan yang 

ditetapkan (Anoraga, 1997: 4). 

KPRI di kota Blora dapat diartikan sebagai usaha bersama sejumlah orang 

pegawai negeri yang berkedudukan di wilayah kabupaten Blora. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Persepsi 

Pengertian persepsi manurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang 

mengetahui beberapa hal yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap 

informasi tentang lingkungan melalui panca indera. 

Ditinjau dari aspek psikologis, Walgito (1997: 53) mendefinisikan 

persepsi sebagai proses seorang individu untuk memahami obyek tertentu yang 

diawali dengan timbulnya rangsangan dari obyek tertentu yang diterima oleh alat 

indera individu dan kemudian diteruskan ke otak sehingga individu tersebut 

mampu memahami obyek yang diterimanya. 

Persepsi menurut Krethner (2005: 213) adalah proses interprestasi akan 

lingkungannya. Persepsi sosial meliputi empat tahap proses informasi, yaitu: 

1. Tahap pertama adalah perhatian yang selektif dan pemahaman. Pada fase ini 

terjadi proses untuk menyadari sesuatu atau orang. 

2. Tahap kedua adalah pengkodean dan penyederhanaan. Pada fase ini penerima 

pesan memberikan informasi-informasi dalam kategori kognitif. Kategori 

kognitif yaitu gambaran mental atas suatu peristiwa atau obyek. 

3. Tahap ketiga adalah penyimpanan. Pada fase ini penerima pesan memasukkan 

informasi ke dalam ingatan jangka panjang yang tersusun dalam tiga ruangan 

yaitu informasi tentang peristiwa khusus dan umum, semantik yaitu ruangan 

yang menunjukkan pada pengetahuan umum tentang dunia, individu yaitu 

ruangan yang berisikan tentang individu tunggal atau kelompok-kelompok 

organisasi. 
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4. Tahap keempat adalah tanggapan, penilaian dan keputusan. Pada fase ini 

keputusan didasarkan pada penafsiran dan perpaduan antara informasi 

kategori yang disimpan dalam ingatan jangka panjang. 

Dari definisi persepsi diatas penelitian ini lebih mengacu pada pendapat 

Krethner yaitu proses interprestasi akan lingkungannya. Sedangkan definisi 

persepsi yang ingin dikemukakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

suatu tanggapan atau pandangan secara langsung oleh pengurus koperasi terhadap 

aturan pengukuran kinerja koperasi melalui pertimbangan – pertimbangan yang 

memiliki dasar sehingga dapat dikemukakan secara logis dan sesuai kenyataan. 

2.2 Peran serta Pemerintah dalam Koperasi 

Sebagai penggerak ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional, 

pemerintah sangat berkepentingan terhadap keberhasilan koperasi. Oleh karena itu 

pemerintah berperan dalam memberikan pembinaan, perlindungan, dan peluang 

usaha pada koperasi. Dalam pelaksanaan pembinaan, perlindungan dan peluang 

usaha tersebut koperasi perlu berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang 

ditetapkan pemerintah (SAK No. 27, 2002: 272) 

Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya tertuang dalam Undang-undang 

No. 25 Tahun 1992, pasal 60, pasal 61, pasal 62, pasal 63, dan pasal 64 BAB XII 

tentang pembinaan, dalam pasal 60 ayat 1 (satu) bahwa pemerintah menciptakan 

dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta 

pemasyarakatan koperasi, serta dalam ayat 2 (dua) Pemerintah memberikan 

bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Dengan ketentuan 

tersebut, pemerintah memiliki landasan yang jelas dan kuat untuk melaksanakan 
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perannya dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan yang diperlukan guna 

mendorong pertumbuhan, perkembangan, pemasyarakatan koperasi. Sesuai 

dengan prinsip kemandirian, pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa mencampuri 

urusan internal organisasi koperasi. 

Pembinaan terhadap koperasi dilakukan oleh pejabat di lingkungan 

Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu sebagai instansi 

pemerintah yang berkedudukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembinaan 

ini dimaksudkan agar pengelolaan koperasi dilakukan secara baik sehingga 

menumbuh kembangkan usaha koperasi dan kepercayaan dari pihak-pihak terkait, 

seperti anggota dan calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. 

Pejabat di lingkungan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

yang melaksanakan pembinaan terhadap koperasi, mempunyai tugas sebagai 

berikut: 

1. Memantau perkembangan koperasi secara berkala melalui laporan keuangan 

koperasi yang bersangkutan, 

2. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik yang menyangkut organisasi 

maupun usahanya, termasuk pelaksanaan program pembinaan anggota, 

3. Melakukan penilaian kesehatan/kinerja koperasi (Deputi Kelembagaan Kop & 

UKM, 2004: 110) 
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Dalam pasal 62 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 disebutkan juga 

bahwa dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, 

pemerintah: 

1. Membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi 

anggotanya. 

2. Mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, 

pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian. 

3. Memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta 

mengembangkan lembaga keuangan koperasi. 

4. Membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama saling 

menguntungkan antar koperasi. 

5. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang 

dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan 

Prinsip Koperasi. 

Dalam meningkatkan kesejahteran anggotanya koperasi tidak hanya 

dituntut mempromosikan usaha-usaha ekonomi anggota, tetapi juga 

mengembangkan sumber daya anggota melalui pendidikan dan pelatihan yang 

dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga anggota semakin 

profesional. Dalam hal ini peran operasional pemerintah dalam pendidikan dan 

pelatihan bertindak sebagai fasilitator yaitu berperan dalam membantu 

pembiayaan pendidikan dan pelatihan, baik melalui APBN, APBD Tingkat I, 

APBD Tingkat II, maupun bantuan luar negeri. Pendidikan dan pelatihan tersebut 

dapat dilaksanakan oleh koperasi sendiri melalui gerakan koperasi atau kerjasama 
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dengan Dinas Koperasi di kota/kabupaten secara rutin mengadakan pendidikan 

dan pelatihan dengan peserta dari pengelola koperasi di wilayah tersebut (Deputi 

Kelembagaan Kop&UKM, 2004: 100-101). Departemen Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah juga secara aktif mengadakan peninjauan ke masing-masing 

koperasi dalam rangka pembinaan dan memberikan informasi rutin dari 

pemerintah. 

Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Koperasi di 

kota/kabupaten juga bertugas sebagai pengawas eksternal koperasi karena berasal 

dari luar koperasi, yaitu mengawasi jalannya usaha koperasi, mengadakan 

penyelenggaraan penerangan dan penyuluhan dalam rangka memperkenalkan 

idealisme koperasi kepada masyarakat luas dapat ditempuh melalui kegiatan 

penerangan (Deputi Kelembagaan Kop&UKM, 2004:102). 

Sedangkan maksud peran serta pemerintah dalam koperasi yang berkaitan 

dengan penelitian ini adalah pemerintah merupakan lembaga penggerak sekaligus 

pelindung ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang sangat berperan, maka dari itu 

pemerintah harus melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik. Dalam 

menjalankan perannya pemerintah dapat memberikan bimbingan, kemudahan, dan 

perlindungan melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas (fasilitator), 

dan konsultasi yang diperlukan. Pelaksanakan pendidikan dan pelatihan dapat 

diadakan dalam rangka pengembangan sumber daya anggota koperasi, 

melaksanakan kegiatan pengawasan yang bekerjasama dengan pihak independen 

dan penyuluhan langsung dapat memberikan informasi dan motivasi kepada 

koperasi. Dengan demikian menjadi kewajiban dari seluruh aparatur pemerintah, 
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baik pusat maupun di daerah untuk melakukan upaya dalam mendorong 

pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan koperasi. 

2. 3 Pengukuran Kinerja 

2.3.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja merupakan bentuk dari kegiatan yang dijalankan oleh masing-

masing orang dalam kaitannya untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. 

Setiap orang berkepentingan dalam menjalankan rutinitas sebagai aktivitas 

kerjanya. 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI,1996: 271) Kinerja perusahaan 

dapat diukur dengan melakukan analisa dan pengevaluasian terhadap laporan 

keuangan perusahaan. Untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja 

perusahaan di masa yang akan datang, kemampuan suatu perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, kemampuan membayar deviden, upah, 

pergerakan harga sekuritas perusahaan, kinerja keuangan dan posisi keuangan 

perusahaan di masa lalu seringkali digunakan sebagai pedoman. Istilah kinerja 

perusahaan cenderung dikaitkan dengan kondisi keuangan perusahaan bahwa 

sebuah perusahaan dengan pengukuran-pengukuran keuangan mampu 

memberikan hasil yang memuaskan setidak-tidaknya bagi pemilik saham 

perusahaan itu maupun bagi karyawannya (Munawir, 2002: 73).  

Kinerja dalam penelitian ini lebih mengacu pada suatu kegiatan yang 

dijalankan oleh seseorang yang berkompeten dalam bidangnya untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 
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2.3.2 Pengertian Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja dapat diartikan sebagai penentuan secara periodik 

efektivitas operasional suatu perusahaan, bagian organisasi dan karyawannya 

berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka pengukuran 

kinerja sesungguhnya merupakan pengukuran atas aktivitas manusia dalam 

melaksanakan peran yang mereka mainkan di dalam organisasi (Mulyadi, 2001: 

416). Pengukuran kinerja itu sendiri didesain untuk menilai seberapa baik 

aktivitas dan dapat mengidentifikasi apakah telah dilakukan perbaikan yang 

berkesinambungan (Hansen dan Mowen, 2004: 493). 

Definisi pengukuran kinerja dalam penelitian ini lebih mengacu pada 

pendapat Mulyadi yaitu suatu penilaian menyeluruh terhadap semua aspek usaha 

secara periodik berdasarkan saaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

2.3.3 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja 

Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan 

dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang 

telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang 

diinginkan. Standar dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang 

dituangkan dalam anggaran (Mulyadi, 2001: 416). 

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak 

semestinya dan untuk merangsang serta menegakkan perilaku yang semestinya 

diinginkan, melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan, 

baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. 
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Dalam suatu perusahaan, pemberian penghargaan didasarkan atas kinerja 

yang baik. Untuk itu dengan adanya pengukuran kinerja, manajemen puncak 

dapat memperoleh keterangan obyektif sehingga kompensasi yang diberikan 

kepada karyawan benar-benar berdasarkan pada besarnya peran karyawan untuk 

memajukan perusahaan. Jika karyawan merasakan bahwa terdapat kemungkinan 

yang tinggi pada suatu kinerja yang baik akan mendapat penghargaan yang baik 

pula dari perusahaan, maka karyawan akan termotivasi untuk terus meningkatkan 

kinerjanya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

Manfaat pengukuran kinerja bila dilihat dari segi manajemen perusahaan: 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian 

karyawan secara maksimum. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, 

seperti: promosi, transfer dan pemberhentian. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk 

menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka 

menilai kinerja mereka. 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

  (Mulyadi, 2001: 416) 

Dalam penelitian ini pengukuran kinerja yang dimaksud bertujuan untuk 

mengukur perkembangan usaha dan memotivasi pengurus sehingga berjalan 

sesuai arah yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan manfaat pengukuran 

kinerja yaitu koperasi dapat menentukan strategi dan memudahkan dalam 

pengambilan keputusan dengan tepat. 
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2.4  Pengukuran Kinerja Koperasi 

2.4.1 Tinjauan tentang Koperasi 

2.4.1.1 Pengertian Koperasi 

Menurut Undang-undang RI No. 25 tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 

menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang 

seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasar atas asas kekeluargaan. 

2.4.1.2 Tujuan Koperasi 

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional 

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan 

Pancasila dan UUD 1945 (UU RI No. 25 tahun 1992 Pasal 3). 

Untuk dapat mencapai tujuannya, pengelolaan koperasi harus dapat 

dilakukan dengan sebaik mungkin agar bisa diharapkan menjadi koperasi yang 

mampu bersaing dengan badan usaha lain, sehingga tujuan koperasi untuk 

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya akan tercapai. 
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2.4.1.3 Fungsi dan Peran Koperasi 

Menurut UU RI No. 25 tahun 1992 Pasal 4 menyatakan bahwa fungsi dan 

peran koperasi adalah: 

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

b. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia 

dan masyarakat. 

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. 

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 

yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi. 

2.4.1.4 Prinsip Koperasi 

Menurut UU RI No. 25 tahun 1992 Pasal 5 Ayat 1, menyatakan bahwa 

koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut: 

a. Keanggotaan bersifat sukarela, 

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, 

c. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil, 

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal,  

e. Kemandirian 
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2.4.1.5 Pentingnya Pengukuran Kinerja Koperasi 

Pengukuran kinerja perusahaan ataupun badan usaha, seperti koperasi 

adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan, pengendalian serta 

proses transaksional yang lain, karena dengan pengukuran kinerja pengelola 

koperasi dapat mengetahui efektivitas dan efisiensi revenue cost, penggunaan aset, 

proses operasional organisasi manajemen dari koperasi, selain itu pengelola juga 

memperoleh informasi manajemen yang berguna untuk umpan balik dalam rangka 

perbaikan koperasi yang menyimpang kemudian dengan pengukuran kinerja 

koperasi dapat membantu pengambilan keputusan mengenai kebutuhan 

pendidikan pelatihan sumber daya manusia (SDM), perencanaan dan 

pengendalian dalam proses manajemen koperasi lebih lanjut (Ihsan, 2005: 5). 

Sedangkan pengukuran kinerja terhadap koperasi menurut peneliti perlu 

dilakukan agar koperasi memiliki tujuan dan arah yang jelas, adanya standar yang 

telah ditetapkan dapat memotivasi pengelola dalam mencapai tujuan tersebut serta 

pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelewengan. Adanya pengukuran 

kinerja diharapakan dapat meningkatkan usaha koperasi sehingga kesejahteraan 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dapat tercapai. 

2.4.2 Penilaian Kinerja Koperasi dengan Tiga Sehat (3 S) Sehat Organisasi, 

Sehat Mental dan Sehat Usaha (sebelum 1997) 

Kriteria tiga sehat yang dimaksud dalam hal ini adalah mental sehat, 

organisasi sehat, dan usaha sehat. Pembinaan koperasi atas dasar tiga sehat ini 

adalah relevan dengan tuntutan pembaharuan oleh masyarakat pada waktu ini, 

dalam hal ini dapat diartikan bahwa mental sehat adalah tidak hanya berpikir 

secara kebendaan, tetapi juga menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial 
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diatas nilai-nilai kebendaan. Tercermin kejujuran dan keadilan dalam kegiatan 

pengurus dan anggota koperasi. Untuk sehat usaha dapat diartikan bahwa usaha 

koperasi berjalan secara kontinu, dan pada setiap akhir tahun buku terdapat 

laba/rugi setelah dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta adanya 

keikutsertaan anggota dalam usaha koperasi. Sedangkan untuk sehat organisasi 

adalah adanya kesadaran, sekurang-kurangnya pengertian pada diri anggota 

bahwa mereka memiliki koperasi dan bersedia berpartisipasi dalam kegiatan 

koperasi. Selain itu adanya komunikasi yang lancar antara pengurus, pengawas 

dan anggota (Sukamdiyo, 1996: 48). 

2.4.3 Pengukuran Kinerja Koperasi menurut Pedoman Pembinaan 

Koperasi, Departemen Koperasi&PPK RI No. 20/PPK/1997, adalah 

sebagai berikut: 

a. Produktivitas, dapat dilihat dari aspek: 

1) Asset Turn Over (Perputaran kekayaan), yaitu perbandingan rasio 

penjualan bersih terhadap total aset (standar 4x). 

2) Profit Margin yaitu perbandingan rasio SHU terhadap total penjualan 

(standar 4%) 

3) Net Earning Power (ROI) yaitu perbandingan rasio SHU sebelum pajak 

terhadap total aset (standar 7%) 

4) Rentabilitas Modal Sendiri (ROE) yaitu perbandingan antara rasio SHU 

bersih terhadap modal sendiri (standar 10%). 

5) Biaya karyawan yaitu perbandingan SHU terhadap total biaya karyawan 

(standar 4%). 
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b. Efisiensi, dapat dilihat dari aspek: 

1) NOI to OIB yaitu perbandingan antara rasio SHU bersih terhadap 

pendapatan operasional bruto (standar 20%). 

2) Biaya karyawan yaitu perbandingan rasio total biaya karyawan terhadap 

total pendapatan bruto (standar 30%) 

3) Biaya organisasi yaitu perbandingan antara rasio total biaya organisasi 

terhadap total pendapatan bruto (standar 20%). 

4) Biaya Overhead yaitu perbandingan antara rasio total biaya overhead 

terhadap total pendapatan bruto (standar 20%). 

c. Pertumbuhan dapat dilihat dari aspek: 

1) Omzet atau volume usaha yaitu perbandingan antara rasio omzet tahun ini 

terhadap omzet tahun lalu (standar 20%). 

2) Net Asset (kekayaan bersih) yaitu perbandingan antara rasio net asset 

tahun ini terhadap net asset tahun lalu (standar 10%). 

3) Sisa Hasil Usaha (SHU) yaitu perbandingan antara rasio SHU tahun ini 

terhadap SHU tahun lalu (standar 10%). 

d. Kemampuan dapat dilihat dari aspek: 

1) Likuiditas yaitu perbandingan antara rasio total aktiva lancar terhadap 

hutang lancar (standar 125%-200%). 

2) Solvabilitas yaitu rasio perbandingan antara total aktiva (aset) terhadap 

total hutang (standar 110%-150%). 

3) Rata-rata pengumpulan piutang yaitu perbandingan rasio saldo piutang 

(dikali 360) terhadap total penjualan piutang (standar 15 hari) 

4) Cash Ratio yaitu perbandingan rasio kas dan bank terhadap aktiva lancar 

(standar 10%) 
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5) Acid Test Ratio yaitu perbandingan rasio aktiva lancar dikurangi 

persediaan terhadap aktiva lancar (standar 300%) 

e. Cooperative Effect, dapat dilihat dari aspek: 

1) Pengembalian jasa anggota dapat dilihat dari dua aspek: 

a) Jasa modal atau simpanan, dengan kriteria aspek bagian SHU untuk 

jasa simpanan (5%) 

b) Pengembalian jasa anggota jasa usaha, dengan kriteria aspek bagian 

SHU untuk jasa usaha (0,05%) 

2) Total volume usaha kepada anggota, yaitu dengan kriteria aspek: 

perbandingan antara rasio total usaha kepada anggota terhadap seluruh 

total volume usaha koperasi (60%) 

3) Pendidikan atau Pelatihan kepada anggota, yaitu dengan kriteria aspek 

direncanakan dianggarkan atau direalisasikan (50%) 

2.4.4 Pengukuran Kinerja Koperasi menurut Keputusan Menteri Koperasi 

dan UKM No. 194/KEP/M/VI/1998, mengenai penilaian kesehatan 

KSP/USP (Unit Simpan Pinjam) 

Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha 

simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. 

Menurut Kep Men Koperasi dan PPK No. 194/KEP/M/IV/1998 tentang 

pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam. 

Penilaian tersebut untuk mengetahui tingkat kesehatan simpan pinjam (KSP) dan 

usaha simpan pinjam (USP) apakah dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat 

dan tidak sehat, dilakukan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh 
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terhadap kesehatan koperasi tersebut, penilaian aspek dilakukan dengan 

menggunakan sistem nilai kredit yang dinyatakan dalam angka dengan nilai kredit 

0 sampai dengan 100. Tabel bobot penilaian terhadap aspek dari komponen 

tersebut ditetapkan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 
Penilaian Tingkat Kesehatan USP 

No. Aspek yang 
dinilai 

Komponen Bobot  
Penilaian  

1. Permodalan a. Rasio Modal Sendiri 
terhadap total aset 

b. Rasio Modal Sendiri 
terhadap Pinjaman 
diberikan yang berisiko 

10 
 
10 

20 

2. Kualitas Aktiva 
produktif 

a. Rasio Volume Penjualan 
pada Anggaran terhadap 
total Volume Pinjaman 
yang diberikan 

b. Rasio Resiko Pinjaman 
bermasalah terhadap 
pinjaman diberikan 

c. Rasio cadangan risiko 
terhadap risiko pinjaman 
bermasalah 

10 
 
 
 
10 
 
 
10 

30 

3. Manajemen a. Permodalan 
b. Aktiva 
c. Pengelolaan 
d. Rentabilitas  
e. Likuiditas 

5 
5 
5 
5 
5 

25 

4. Rentabilitas a. Rasio SHU sebelum 
pajak terhadap 
pendapatan operasional 

b. Rasio SHU sebelum 
pajak terhadap total aset 

c. Rasio beban operasional 
terhadap pendapatan 
operasional 

5 
 
 
5 
 
5 

15 

5.  Likuiditas Rasio Pinjaman yang 
diberikan terhadap dana 
yang diterima 

10 10 

Keterangan: Kep Men No. 194/KEP/M/IV/1998 
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Untuk penetapan kesehatan usaha simpan pinjam, setelah perhitungan 

penilaian terhadap lima komponen sebagaiamana dimaksud pada 1 sampai dengan 

5 diatas, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk 

menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP/USP yang dibagi dalam empat 

golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat. Penetapan tingkat 

kesehatan KSP/USP tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 
Petunjuk pelaksanaan peniliaian ksehatan KSP/USP 

SKOR PREDIKAT 
81-100 
66-<81 
51-<66 
0-<51 

SEHAT 
CUKUP SEHAT 

KURANG SEHAT 
TIDAK SEHAT 

Sumber: Data (Kep Men Koperasi dan PPK, 1998) 

2.4.5 Pengukuran Kinerja Koperasi menurut Pedoman Pemeringkatan 

Koperasi (Kep. Men No. 06/Per/M. KUKM/III/2008) 

Pemeringkatan koperasi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap kondisi 

dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran yang obyektif dan transparan 

dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat 

kualitas dari suatu koperasi. Pedoman pemeringkatan dilihat dari berbagai aspek 

menurut buku pedoman Pemeringkatan Koperasi, 2008, Kep Men & UKM RI, 

yaitu: 

a. Aspek Badan Usaha Aktif, ditunjukkan dengan berjalannya mekanisme 

manajemen koperasi, seperti rapat anggota tahunan (RAT), audit, proses 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, aktivitas bisnis 

berjalan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. 
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b. Aspek Kinerja Usaha yang Semakin Sehat, ditunjukkan dengan membaiknya 

struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, penambahan aset, 

peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan 

keuntungan. 

c. Aspek Kohesitas dan Partisipasi Anggota, ditunjukkan dengan keterikatan 

anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi, dalam hal rasa 

tanggung renteng atau kemauan untuk berbagi resiko (risk sharing), tingkat 

pemanfaatan pelayanan koperasi, serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya, 

seperti peningkatan jumlah anggota, prosentase kehadiran dalam rapat 

anggota, prosentase pelunasan simpanan wajib, dan prosentase besaran 

simpanan sukarela. 

d. Aspek Orientasi kepada Pelayanan Anggota, ditunjukkan dengan beberapa 

hal, seperti keterkaitan antara usaha koperasi dengan usaha anggota, kegiatan 

penerangan dan penyuluhan terkait dengan usaha anggota, kegiatan 

pendidikan dan pelatihan bagi anggota serta besaran transaksi usaha yang 

dilakukan antara koperasi dengan usaha anggotanya. 

e. Aspek Pelayanan kepada Masyarakat, ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha 

yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa 

banyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum 

termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat. 

f. Aspek Kontribusi terhadap Pembanguan Daerah, ditunjukkan dengan ketaatan 

koperasi sebagai wajib pajak dalam membayar pajak serta berbagai bentuk 

dukungan sumber daya terhadap kegiatan pembangunan daerah (Kep Men 

Koperasi No.06/Per/M. KUKM/III/2008). 
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Dalam menilai kondisi atau kinerja suatu koperasi dalam suatu periode 

tertentu diperlukan kriteria atau standar penilaian. Masing-masing kriteria tersebut 

telah ada indikator dan standar penilaiannya masing-masing kriteria sehingga bisa 

dianalisis. Hasil pemeringkatan koperasi telah ditetapkan dalam 5 (lima) 

klasifikasi kualitas, yaitu: 

a. Koperasi dengan kualifikasi “Sangat Berkualitas”, dengan jumlah penilaian 

diatas 419. 

b. Koperasi dengan kualifikasi “Berkualitas”, dengan jumlah penilaian 340 

sampai dengan 419. 

c. Koperasi dengan kualifikasi “Cukup Berkualitas”, dengan jumlah penilaian 

260 sampai dengan 339. 

d. Koperasi dengan kukalifikasi “Kurang Berkualitas”, dengan jumlah penilaian 

180 sampai dengan 259. 

e. Koperasi dengan kualifikasi “Tidak Berkualitas”, dengan jumlah penilaian 

kurang dari 180. 

Keputusan hasil pemeringkatan koperasi bersifat final dan berlaku untuk 

satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama dua tahun (Buku Pedoman 

Pemeringkatan Kop & UKM, 2008: 24). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan teknik atau prosedur yang sangat penting 

dalam keseluruhan rancangan dan pelaksanaan penelitian dengan metode 

penelitian pekerjaan penelitian akan lebih terarah sebab metode penelitian 

bermaksud memberikan kemudahan dan kejelasan tentang apa dan bagaimana 

penelitian dilaksanakan oleh peneliti. Metode merupakan cara yang ditempuh 

untuk mencapai tujuan tertentu. Keberhasilan penelitian tergantung dari metode 

yang digunakan. Agar suatu kegiatan penelitian memperoleh hasil yang baik, 

maka diperlukan metode atau teknik ilmiah yang terencana dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pada bagian ini akan diuraikan secara berturt-turut tentang populasi, 

sampel, teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, serta metode analisis data. 

3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2006: 130). 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007: 61). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus/pengawas, anggota 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Blora. Adapun 

populasinya sebesar 62 KPRI. 



28 
 

 

3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang akan diteliti (Arikunto, 

2006:131). Dalam penelitian ini, pengambilan datanya mengunakan sampel 

dengan tingkat kesalahan 10%. Dengan alasan ladzimnya sampel yang digunakan 

dalam penelitian ilmu sosial sesuai batas maksimal kesalahan 10%, mengingat 

besarnya jumlah populasi yaitu sebanyak 62 KPRI dan keterbatasan peneliti dari 

segi biaya, waktu dan tenaga, maka pengambilan data menggunakan sampel 

dengan tingkat kesalahan yang masih bisa ditolelir yaitu 10%, diperoleh dengan 

rumus sebagai berikut: 

(Husein Umar, 2003: 141)  

Ukuran sampel dengan rumus: 

21 ne
Nn


  

Keterangan:  

n       :  ukuran sampel. 

N       :  ukuran populasi  

e2     :  persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang  dapat ditolelir atau diinginkan 

Dengan jumlah populasi 62 KPRI, maka batas minimal pengambilan 

sampel: 

21 ne
Nn


  

   = 
 21,0621

62


 



 

 
 

   = 
62,1

62  

   = 38,27 

   =  40 

Penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin karena populasinya 

sudah diketahui dan hasilnya akan lebih jelas, sehingga diperoleh sampel 

penelitian sebanyak 40 koperasi. 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel harus mencerminkan populasi sehingga generalisasi terhadap 

sampel akan digunakan dalam penelitian, dengan kata lain sampel harus 

representative. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah 

purposive sampling yaitu cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata 

random atau daerah tetapi didasarkan tujuan tertentu, dengan alasan: 

1. KPRI yang menjadi anggota PKPRI di Kabupaten Blora 

2. KPRI yang telah melaksanakan RAT tutup buku 2008/2009 

3. Kebijakan dari PKPRI di Kabupaten Blora 

Adapun Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Blora yang 

menjadi sampel penelitian dapat dilihat pada lampiran, hal: 132. 

3.4 Variabel 

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006: 118). Variabel dalam penelitian ini 

adalah: 



 

 
 

1. Variabel persepsi pengurus terhadap pengukuran kinerja koperasi, dengan 

indikator: 

1). Pengetahuan pengurus terhadap pengukuran kinerja koperasi 

2). Pendidikan dan motivasi pengurus tentang pengukuran kinerja koperasi 

3). Pemahaman pengurus terhadap aturan pengukuran kinerja dari 

Departemen 

2. Variabel peran pemerintah di dalam sosialisasi aturan pengukuran kinerja 

koperasi dalam rangka pembinaan koperasi di Kabupaten Blora, dengan 

indikator: 

1) Sosialisasi peraturan pengukuran kinerja oleh Dinas Koperasi 

2) Peninjauan langsung dalam rangka pembinan pengukuran kinerja koperasi 

oleh Dinas Koperasi 

3) Pendidikan dan pelatihan tentang pengukuran kinerja koperasi 

3. Variabel untuk menilai penerapan pengukuran kinerja koperasi sesuai dengan 

Pedoman Pemeringkatan Koperasi (KEP MEN No. 06/Per/M. 

KUKM/III/2008), yaitu: 

1) Badan usaha aktif, dengan substansi penilaian: 

a) Penyelenggaraan RA dan Rapat Pengurus/Pengawas sesuai ketentuan 

& kebutuhan 

b) Manajemen pengawasan 

c) Keberadaan & tingkat realisasi Rencana Kegiatan dan Rencana 

Anggaran Pendapatan & Belanja 

d) Rasio kondisi operasional kegiatan/usaha yg dilakukan 



 

 
 

e) Kinerja kepengurusan 

f) Tertib administrasi (organisasi, usaha, keuangan) 

g) Keberadaan sistem informasi 

h) Kemudahan untuk mendapatkan (akses) informasi 

2) Kinerja usaha yang semakin sehat, dengan substansi penilaian: 

a) Struktur permodalan 

b) Likuiditas 

c) Solvabilitas 

d) Profitabilitas 

e) Aktivitas (rasio perputaran piutang) 

f) Kemampuan bersaing koperasi 

g) Strategi bersaing koperasi 

h) Inovasi yang dilakukan 

3) Kohesivitas dan partisipasi anggota, dengan substansi penilaian: 

a) Rasio transaksi anggota (partisipasi bruto) dibandingkan non-anggota 

pada Koperasi 

b) Rasio besaran SHU terhadap transaksi usaha anggota 

c) Rasio peningkatan jumlah anggota 

d) Persentase jumlah anggota yang melunasi simpanan wajib 

e) Persentase besaran simpanan selain simpanan pokok dan simpanan 

wajib 

f) Rasio peningkatan jumlah penyertaan modal anggota kepada koperasi 

g) Tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota 

h) Pola pengkaderan 



 

 
 

4) Orientasi kepada pelayanan anggota, dengan substansi penilaian: 

a) Model pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

b) Banyaknya jenis pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam satu 

tahun terakhir 

c) Rasio anggota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 

d) Keterkaitan antara usaha koperasi dengan usaha/kegiatan anggota 

e) Transaksi usaha koperasi dengan usaha/kegiatan anggota 

f) Tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan yang diberikan koperasi 

5) Pelayanan terhadap masyarakat, dengan substansi penilaian: 

1) Pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati  masyarakat non-

anggota 

2) Persentase besaran dana yang disisihkan untuk pelayanan sosial yang 

dapat dinikmati masyarakat 

3) Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi bisnis yang 

disebarkan oleh koperasi 

4)  Tanggapan masyarakat sekitar terhadap  keberadaan koperasi 

6) Kontribusi koperasi terhadap pembangunan daerah, dengan substansi 

penilaian: 

a) Ketaatan koperasi dalam pembayaran pajak 

b) Pertumbuhan penyerapan tenaga  kerja koperasi 

c) Tingkat upah karyawan 

 

 



 

 
 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

3.5.1 Jenis data menurut sifatnya 

Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan atau angka. Data 

kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan yaitu dalam 

bentuk laporan neraca dan laporan rugi laba 40 KPRI di Kabupaten Blora tahun 

2008/2009. 

3.5.2 Jenis data menurut sumbernya 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data oleh 

peneliti untuk tujuan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 

jawaban kuesioner yang dikembalikan oleh para pengurus di 40 KPRI di 

Kabupaten Blora. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari keterangan-keterangan 

orang lain yang terlebih dahulu dikumpulkan. Data sekunder dalam penelitian ini 

berupa data laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi dari 40 

KPRI di Kabupaten Blora tahun 2008/2009. 

3.6 Metode pengumpulan Data 

3.6.1 Metode Angket 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang diketahui (Suharsimi Arikunto 2006: 151).  

 

 



 

 
 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup 

yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal 

memilih. Penggunaan angket (kuesioner) ini digunakan untuk mengetahui 

persepsi pengurus terhadap pengukuran kinerja koperasi, peran pemerintah di 

dalam sosialisasi aturan pengukuran kinerja koperasi dalam rangka pembinaan 

koperasi di Kabupaten Blora, serta pengukuran kinerja koperasi dengan alat ukur 

yang sesuai dengan Pedoman Pemeringkatan Koperasi (Kep. Men. No. 06/Per/M. 

KUKM/III/2008). 

3.6.2 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam pengumpulan data dilakukan melalui 

pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian serta mempelajari data 

tersebut. Data yang dipelajari dalam hal ini adalah laporan keuangan koperasi. 

3.7 Validitas dan Reliabilitas 

3.7.1 Validitas 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto 2006: 168). Instrumen dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapakan 

data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Pernyataan dikatakan valid 

apabila nilai r hitung lebih besar daripada nilai r tabel yang menggunakan level 

signifikan 5%. Untuk mengetahui validitas instrumen digunakan rumus korelasi 

product moment oleh Pearson sebagai berikut: 
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R  

Keterangan: 

Rxy       : koefisien korelasi 

 N      : jumlah sampel 

       : nilai variabel x 

       : nilai variabel y 

Sedangkan untuk uji validitas pada variabel persepsi pengurus terhadap 

pengukuran kinerja koperasi dan persepsi KPRI atas peran pemerintah dalam 

pengukuran kinerja koperasi diperoleh hasil seperti pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 
 Persepsi Pengurus terhadap Pengukuran Kinerja Koperasi 

Variabel No. soal rhitung rtabel Kriteria 
a. Pengetahuan pengurus 

terhadap pengukuran kinerja 
koperasi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0.47 
0.67 
0.71 
0.58 
0.55 
0.60 

 

0.44 
0.44 
0.44 
0.44 
0.44 
0.44 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

b. Pendidikan dan motivasi 
pengurus terhadap 
pengukuran kinerja koperasi 

1 
2 
3 
4 

0.77 
0.71 
0.77 
0.63 

0.44 
0.44 
0.44 
0.44 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

c. Pemahaman pengurus 
terhadap pengukuran kinerja 
koperasi 

1 
2 
3 
4 

0.87 
0.68 

0.699 
0.68 

0.44 
0.44 
0.44 
0.44 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber: data diolah 

 

 

 



 

 
 

Tabel 3.3  
Persepsi KPRI atas Peran serta Pemerintah dalam  

Pengukuran Kinerja Koperasi 
Variabel No. soal rhitung rtabel Kriteria 

d. Sosialisasi aturan 
pengukuran kinerja koperasi 
dari dinas koperasi 

1 
2 
3 
4 

0.75 
0.67 
0.81 
0.70 

0.44 
0.44 
0.44 
0.44 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

e. Peninjauan langsung dari 
dinas untuk sosialisasi 
aturan pengukuran kinerja 
koperasi 

1 
2 
3 
4 
5 

0.87 
0.67 
0.59 
0.57 
0.75 

0.44 
0.44 
0.44 
0.44 
0.44 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

f. Pendidikan dan pelatihan 
pengukuran kinerja koperasi 
dari dinas koperasi 

1 
2 
3 
4 
5 

0.69 
0.73 
0.63 
0.59 
0.64 

0.44 
0.44 
0.44 
0.44 
0.44 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber: data diolah 

3.7.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Berbagai teknik mencari reliabilitas dapat 

digunakan dengan rumus Sperman-Brown atau teknik ini juga disebut teknik 

belah dua (Suharsimi Arikunto 2006: 178). 

Dalam penelitian ini reliabilitas diukur dengan rumus Spearman-Brown 

(teknik belah dua) hal ini karena sampelnya berdistribusi normal atau relative 

homogen sehingga sampelnya dianggap sama. Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 



 

 
 

r11 =  2/21/1
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     2/21/1r =     
     2222 

        

 

Keterangan: 

r11           =  reliabilitas instrumen 

r1/21/2   =  rxy yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua belahan instrumen 

Kriteria pengukuran reliabilitas Sperman-Brown (teknik belah dua), yaitu 

apabila r11 > rtabel, maka angket tersebut reliabel, kemudian untuk selanjutnya 

memakai alat bantu SPSS. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Spearman-

Brown, instrumen yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.4 
Persepsi Pengurus terhadap Pengukuran Kinerja Koperasi 

Variabel r11 rtabel Kesimpulan 
1. Pengetahuan pengurus 

terhadap pengukuran kinerja 
koperasi 

2. Pendidikan dan motivasi 
pengurus terhadap 
pengukuran kinerja koperasi 

3. Pemahaman pengurus 
terhadap pengukuran kinerja 
koperasi 

0.64 
 
 

0.69 
 

 
0.70 

0.44 
 
 

0.44 
 

 
0.44 

Reliabel 
 
 

Reliabel 
 

 
Reliabel 

Sumber: data diolah 

 

 

 



 

 
 

Tabel 3.5 
Persepsi KPRI atas Peran serta Pemerintah dalam  

Pengukuran Kinerja Koperasi 
Variabel r11 rtabel Kesimpulan 

4. Sosialisasi aturan 
pengukuran kinerja koperasi 
dari dinas koperasi 

5. Peninjauan langsung dari 
dinas untuk sosialisasi 
aturan pengukuran kinerja 
koperasi 

6. Pendidikan dan pelatihan 
pengukuran kinerja koperasi 
dari dinas koperasi 

0.71 
 
 

0.73 
 
 

0.67 
 

0.44 
 
 

0.44 
 
 

0.44 

Reliabel 
 
 

Reliabel 
 
 

Reliabel 

Sumber: data diolah 

3.8 Metode Analisis Data 

Untuk menganalisis data diperlukan suatu cara atau metode analisis data. 

Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian, 

agar dapat diinterpretasikan sehingga laporan yang dihasilkan mudah dipahami. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Analisis data deskriptif  persentase 

Analisa ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dari perumusan 

masalah pertama dan kedua yaitu mengenai persepsi pengurus terhadap 

pengukuran kinerja koperasi dan peran serta pemerintah daerah dalam sosialisasi 

aturan pengukuran kinerja koperasi.  

 

 

 



 

 
 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis data 

sebagai berikut: 

1) Membuat tabel distribusi angket 

2) Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah 

ditetapkan, dengan ketentuan mengubah skor kualitatif menjadi skor 

kuantitatif dengan cara: 

a) Apabila dijawab Sangat setuju/Selalu diberi skor 5 

b) Apabila dijawab Setuju/Sering diberi skor 4 

c) Apabila dijawab Ragu-ragu/Kadang-kadang diberi skor 3 

d) Apabila dijawab Tidak setuju/Jarang diberi skor 2 

e) Apabila dijawab Sangat tidak setuju/Tidak pernah diberi skor 1 

3) Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden 

4) Memasukkan skor jawaban tersebut ke dalam rumus sebagai berikut: 

%100x
i
rN   

Dimana: 

N = persentase 

r = skor 

i = skor jawaban ideal 

5) Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel kategori 

Persentase tertinggi = (5 : 5) x 100% = 100% 

Persentase terendah = (1 : 5) x 100% = 20% 

Rentang   = 100% - 20%    = 80% 

Panjang interval  = 80% : 5            = 16 % 



 

 
 

Dengan panjang kelas interval 16 % dan persentase terendah 20% dapat dibuat 

kriteria sebagai berikut:  

Interval Kriteria 
85,00%-100% 
69,00%-84,00% 
53,00%-68,00% 
37,00%-52,00% 
20,00%-36,00% 

Sangat baik 
Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 
Tidak baik 

 

2. Analisa data kuantitatif (analisa rasio) yaitu analisa data yang digunakan untuk 

mengetahui dan menganalisis bagaimana aplikasi konsep Pengukuran Kinerja 

Koperasi menurut Pedoman Pemeringkatan Koperasi (KEP MEN No. 

06/Per/M. KUKM/III/2008). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Persepsi pengurus terhadap pengukuran kinerja koperasi 

 Dengan indikator sebagai berikut : 

4.1.1.1. Pengetahuan pengurus tentang pengukuran kinerja koperasi 

Tabel 4.1. 
Distribusi data pengetahuan pengurus tentang  

pengukuran kinerja koperasi 

Item Jawaban 
Sangat 
Tahu Tahu Ragu-ragu Tidak 

tahu 

Sangat 
Tidak 
tahu 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 
Kinerja koperasi dapat diukur 
untuk menunjukkan kemampuan 
pengelolaan koperasi 

5 12,5 5 `12,5 0 0 30 75,0 0 0 

Terdapat petunjuk pengukuran 
kinerja koperasi dari Dinas 
Koperasi 

0 0 6 15,0 12 30,0 16 40,0 6 15,0 

Pengukuran kinerja sesuai Kep. 
Men & PPK RI No. 20/PPK/1997 
meliputi Produktivitas, Efisiensi, 
Pertumbuhan, Kemampuan & 
Cooperative Effect 

0 0 9 22,5 12 30,0 19 47,5 0 0 

Penilaian Kinerja koperasi 3 Sehat 
(Sehat Mental, Sehat Usaha, Sehat 
Organisasi) 

12 30 25 62,5 3 7,5 0 0 0 0 

Pengukuran Kinerja koperasi 
menurut Kep. Men No. 
194/KEP/M/IV/1998.  

3 7,5 6 15,0 12 30,0 13 32,5 6 15,0 

Pengukuran kinerja menurut Kep. 
Men No. 06 /Per/M. UKM/III/2008.  0 0 3 7,5 13 32,5 19 47,5 5 12,5 

Rata-rata 3,33 8,33 9 22,5 8,67 21,7 16,2 40,4 2,83 7,08 
Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan hasil distribusi jawaban responden tentang pengetahuan 

pengurus terhadap pengukuran kinerja koperasi di atas, menunjukkan bahwa 

pengetahuan pengurus KPRI Kabupaten Blora sebagian besar termasuk kriteria 
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cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dari tabel 4.1. bahwa sebanyak 7,0% 

pengurus menyatakan sangat tidak mengetahui, sebanyak 40,4% pengurus 

menyatakan tidak mengetahui, sebanyak 21,7% pengurus masih ragu-ragu, 

sebanyak 22,5% pengurus menyatakan mengetahui dan sebanyak 8,3% pengurus 

menyatakan sangat mengetahui keempat pengukuran kinerja koperasi tersebut. 

4.1.1.2. Pendidikan dan motivasi pengurus tentang pengukuran kinerja 
koperasi 

Tabel 4.2. 
Distribusi data pendidikan dan motivasi pengurus 

tentang pengukuran kinerja koperasi 

Item Jawaban Selalu Sering Kadang Tidak 
pernah 

Sangat 
Tidak 
pernah 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 
Pengukuran kinerja koperasi 
menurut Kep. Men & PPK RI No. 20 
/PPK/1997   

5 12,5 6 15 9 22,5 7 17,5 13 32,5 

Penilaian kinerja koperasi dengan 
penilaian sesuai 3 Sehat   21 52,5 14 35 3 7,5 0 0 2 5,0 

Pengukuran kinerja koperasi dengan 
penilaian sesuai Kep. Men No. 194 
/KEP/M/IV/1998.   

5 12,5 8 20 0 0 11 27,5 16 40,0 

Pengukuran kinerja koperasi 
menurut Kep. Men No. 06/Per/M. 
KUKM/III/2008.  

2 5 3 7,5 2 5 10 25 23 57,5 

Rata-rata 8,25 20,6 7,75 19,4 3,5 8,75 7 17,5 13,5 33,7 
Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan hasil distribusi jawaban responden di atas dapat diketahui 

bahwa sebagian besar pendidikan dan motivasi pengurus KPRI Kabupaten Blora 

terhadap pengukuran kinerja cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari 33,7% pengurus 

menyatakan sangat tidak pernah, 17,5% pengurus menyatakan tidak pernah, 

8,75% pengurus menyatakan kadang-kadang, 19,4% pengurus menyatakan sering, 

dan 20,6% pengurus menyatakan selalu mengevaluasi laporan keuangan dengan 

keempat pengukuran kinerja tersebut. 
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4.1.1.3. Pemahaman pengurus terhadap aturan pengukuran kinerja koperasi 
dari dinas koperasi 

Tabel 4.3. 
Distribusi data pemahaman pengurus terhadap aturan 

pengukuran kinerja koperasi dari dinas koperasi 

Item Jawaban 
Sangat 
Paham Paham Ragu-

ragu 
Tidak 
paham 

Sangat 
Tidak 
paham 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 
Pengukuran kinerja koperasi sesuai aturan 
Kep. Men & PPK RI No. 20/PPK/1997. 4 10 5 12,5 0 0 31 77,5 0 0 

Penilaian kinerja koperasi 3 Sehat  24 60 12 30 2 5 2 5,0 0 0 
Penilaian kesehatan Usaha Simpan 
Pinjam (USP) dan Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) menurut Kep. Men No. 
194/KEP/M/IV/1998.  

2 5 9 22,5 17 42,5 12 30,0 0 0 

Pemeringkatan koperasi (Kep. Men No. 
06/Per/M. KUKM/III/2008)  3 7,5 5 12,5 11 27,5 21 52,5 0 0 

Rata-rata 8,25 20,6 7,75 19,4 7,5 18,8 16,5 41,3 0 0 
Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan hasil distribusi jawaban responden tentang pemahaman 

pengurus terhadap pengukuran kinerja koperasi diatas, menunjukkan bahwa 

sebagian besar pemahaman pengurus termasuk dalam kriteria cukup baik. Hal 

tersebut ditunjukkan dari tabel 4.3. bahwa sebanyak 41,3% pengurus menyatakan 

tidak paham, sebanyak 18,8% pengurus ragu-ragu, sebanyak 19,4% pengurus 

paham, dan sebanyak 20,6% pengurus sangat paham terhadap keempat 

pengukuran kinerja koperasi tersebut. Sedangkan untuk penilaian kinerja koperasi 

3 sehat sebagian besar responden telah cukup baik memahaminya, hal ini terbukti 

bahwa sebanyak 60,0% pengurus telah memahami bagaimana cara penilaian 

kinerja koperasi 3 sehat. 
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4.1.2. Peran serta pemerintah di dalam sosialisasi aturan pengukuran kinerja 
koperasi dalam rangka pembinaan koperasi pada KPRI di Kabupaten 
Blora. 

 
4.1.2.1. Sosialiasasi pengukuran kinerja koperasi oleh kinas koperasi 

Tabel 4.4. 
   Distribusi data sosialiasasi pengukuran kinerja koperasi  

oleh dinas koperasi 

Item Jawaban Selalu  Sering Kadang-
Kadang 

Tidak 
Pernah 

Sangat 
Tidak 
Pernah 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 
Pernahkah Dinas Koperasi memberikan 
sosialisasi aturan pengukuran kinerja 
koperasi sesuai dengan Kep. Men & PPK 
RI No. 20/PPK/1997 yang meliputi: 
Produktivitas, Efisiensi, Pertumbuhan, 
Kemampuan & Cooperative Effect 

2 5,0 4 10,0 5 12,5 8 20,0 21 52,5 

Pernahkah Dinas Koperasi memberikan 
sosialisasi aturan penilaian kinerja 
koperasi berdasarkan penilaian 3 Sehat 
yaitu Sehat Mental, Sehat Usaha, Sehat 
Organisasi. 

8 20,0 12 30,0 11 27,5 9 22,5 0 0 

Pernahkah Dinas Koperasi memberikan 
sosialisasi aturan Kep. Men No. 194 
/KEP/M/IV/1998 mengenai penilaian 
kesehatan Usaha Simpan Pinjam (USP) 
dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 

3 7,50 3 7,50 5 12,5 7 17,5 22 55,0 

Pernahkah Dinas Koperasi memberikan 
sosialisasi aturan Kep. Men No. 06/Per/M. 
KUKM/III/2008, mengenai pedoman 
pemeringkatan koperasi dengan 5 
peringkat (Sangat Berkualitas, 
Berkualitas, Cukup Berkualitas, Kurang 
Berkualitas, dan Tidak Berkualitas). 

3 7,50 2 5,0 6 15 7 17,5 22 55,0 

Rata-rata 4 10,0 5,25 13,1 6,75 16,9 7,75 19,4 16,3 40,6 
Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan hasil distribusi jawaban responden di atas menunjukkan 

bahwa sosialisasi aturan pengukuran kinerja dari dinas koperasi termasuk dalam 

kriteria kurang baik, hal tersebut terlihat sebanyak 40,6% pengurus menyatakan 

sangat tidak pernah, sebanyak 19,4% pengurus menyatakan tidak pernah, 

sebanyak 16,9% pengurus menyatakan kadang-kadang, sebanyak 13,1% pengurus 
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menyatakan sering dan hanya 10,0% yang menyatakan dinas koperasi selalu 

melakukan sosialisasi pengukuran kinerja koperasi. 

4.1.2.2. Peninjauan langsung dari Dinas Koperasi untuk sosialisasi aturan 
pengukuran kinerja koperasi dari dinas koperasi 

 
Tabel 4.5. 

Distribusi data peninjauan langsung dari dinas koperasi untuk sosialisasi 
aturan pengukuran kinerja koperasi dari dinas koperasi 

Item Jawaban Selalu Sering Kadang Tidak 
pernah 

Sangat 
Tidak 
pernah 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 
Dinas Koperasi secara aktif mengadakan 
peninjauan langsung ke KPRI dalam 
rangka pembinaan. 

3 7,5 4 10,0 9 22,5 7 17,5 17 42,5 

Dinas Koperasi mensosialisasikan 
pengukuran kinerja koperasi menurut 
Kep. Men & PPK RI No. 20/PPK/1997  

2 5,0 4 10,0 4 10,0 11 27,5 19 47,5 

Dinas Koperasi melakukan pembinaan 
dengan mensosialisasikan penilaian 
kinerja koperasi berdasarkan penilaian 3 
Sehat Organisasi. 

4 10,0 9 22,5 21 52,5 6 15,0 0 0,0 

Dinas Koperasi melakukan pembinaan 
dengan mensosiali sasikan penilaian 
kinerja koperasi menurut  Kep. Men No. 
194 /KEP/M/IV/1998.  

2 5,0 0 0,0 8 20,0 14 35,0 16 40,0 

Dinas Koperasi melakukan pembinaan 
dengan mensosialisasikan pengukuran 
kinerja koperasi menurut Kep. Men No. 
06/Per/M. KUKM/III/2008.  

1 2,50 2 5,0 4 10,0 8 20,0 25 62,5 

Rata-rata 2,4 6,0 3,8 9,5 9,2 23,0 9,2 62,5 15,4 38,5 
Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan hasil distribusi jawaban responden di atas menunjukkan 

bahwa peninjauan langsung yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dalam rangka 

sosialisasi aturan pengukuran kinerja koperasi termasuk kriteria kurang baik. Hal 

tersebut ditunjukkan dari tabel 4.5. bahwa sebanyak 62,5% pengurus menyatakan 

tidak pernah, sebanyak 38,5% pengurus menyatakan sangat tidak pernah, 

sebanyak 23,0% pengurus menyatakan kadang-kadang, sebanyak 9,5% pengurus 

menyatakan sering dan hanya 6,0% pengurus yang menyatakan selalu dilakukan 
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peninjauan langsung oleh Dinas Koperasi untuk sosialisasi mengenai keempat 

pengukuran kinerja koperasi tersebut. 

4.1.2.3.  Pendidikan dan pelatihan pengukuran kinerja koperasi oleh Dinas  
Koperasi 

Tabel 4.6. 
Distribusi data pendidikan dan pelatihan pengukuran kinerja  

koperasi oleh dinas koperasi 

Item Jawaban Selalu Sering Kadang Tidak 
pernah 

Sangat 
Tidak 
pernah 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 
Dinas Koperasi memberikan 
pendidikan/pelatihan secara berkala dan 
teratur pada KPRI 

0 0 2 5 8 20 12 30 18 45 

Dinas Koperasi telah memberikan arahan 
dan penjelasan tentang aturan pengukuran 
kinerja koperasi menurut Kep. Men & 
PPK RI No. 20/PPK/1997  

0 0 3 7,5 10 25 10 25 17 42,5 

Dinas Koperasi telah memberikan arahan 
dan penjelasan tentang penilaian 3 Sehat   7 17,5 13 32,5 14 35 6 15 0 0 

Dinas Koperasi telah memberikan arahan 
dan penjelasan menurut  Kep. Men No. 
194/KEP/M/IV/98. 

3 7,5 5 12,5 7 17,5 14 35 11 27,5 

Dinas Koperasi telah memberikan arahan 
dan penjelasan tentang aturan Kep. Men 
No. 06/Per/M. KUKM/III/2008,  

1 2,5 2 5 3 7,5 9 22,5 25 62,5 

Rata-rata 2,2 5,5 5 12,5 8,4 21 10,2 25,5 14,2 35,5 
Sumber: Data primer diolah 

 Berdasarkan hasil distribusi jawaban responden di atas, menunjukkan 

bahwa pendidikan dan pelatihan pengukuran kinerja koperasi oleh Dinas Koperasi 

termasuk kriteria kurang baik. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel 4.6 bahwa 

sebanyak 35,5% menyatakan sangat tidak pernah, sebanyak 25,5% pengurus 

menyatakan tidak pernah, sebanyak 21,0% pengurus menyatakan kadang-kadang, 

sebanyak 12,5% pengurus menyatakan sering dan hanya 5,5% pengurus yang 

menyatakan Dinas Koperasi selalu memberikan pendidikan/pelatihan kepada 

pengurus koperasi. 
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Dari keenam komponen persepsi pengurus terhadap pengukuran kinerja 

koperasi pada KPRI Kabupaten Blora diperoleh nilai rata-rata yang terangkum 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.7. 
Komponen persepsi pengurus terhadap pengukuran kinerja koperasi 

Komponen Rata-
rata 

Kriteria 

Pengetahuan pengurus terhadap pengukuran kinerja 
koperasi 56.92 Cukup 

Pendidikan dan motivasi pengurus terhadap pengukuran 
kinerja koperasi 55.13 Cukup 

Pemahaman pengurus terhadap aturan pengukuran 
kinerja koperasi 63.88 Cukup 

Sosialisasi aturan pengukuran kinerja dari Dinas 
Koperasi 46.50 Kurang Baik 

Peninjauan langsung dari Dinas koperasi untuk 
sosialisasi aturan pengukuran kinerja 44.30 Kurang Baik 

Pendidikan dan pelatihan pengukuran kinerja koperasi 
oleh dinas koperasi 45.40 Kurang Baik 

Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persepsi pengurus terhadap 

pengukuran kinerja koperasi rata-rata termasuk dalam kriteria kurang baik. Hal ini 

pada komponen sosialisasi, peninjauan langsung tidak pernah dilakukan oleh 

Dinas Koperasi, demikian pula pendidikan dan pelatihan pengukuran kinerja 

koperasi oleh dinas koperasi juga tidak pernah dilakukan, sehingga persepsi 

pengurus terhadap penilaian kinerja koperasi termasuk dalam kriteria kurang baik. 

4.1.3. Penilaian pengukuran kinerja koperasi sesuai dengan Keputusan 
Menteri No. 06 Per/M. KUKM/III/2008 mengenai Pedoman 
Pemeringkatan Koperasi. 

 
Analisa data yang digunakan untuk mengetahui penilaian kinerja koperasi 

menurut Kep. Men No. 06/Per/M. KUKM/III/2008 mengenai pedoman 

Pemeringkatan Koperasi, yaitu analisis data kuantitatif, dengan hasil penelitian 

sebagai berikut : 
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4.1.3.1. Koperasi sebagai Badan Usaha 

a. Aspek Badan Usaha Aktif 

1) Penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus/Pengawas 

Rasio penyelenggaraan rapat anggota dan rapat pengurus/pengawas 

didasarkan penyelenggaaran rapat dan anggota dan rapat pengurus/pengawas yang 

diselenggarakan oleh koperasi. Berdasarkan hasil penilaian penyelenggaraan rapat 

anggota dan rapat pengurus/pengawas KPRI di Kabupaten Blora, dapat dilihat 

pada tabel 4.8 dibawah ini: 

Tabel 4.8. 
Penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus/Pengawas 

Kriteria f % Skor 
< maret 40 100 15 
April – Mei 0 0 0 
Juni - Juli 0 0 0 
> Juli atau tidak ada RA 0 0 0 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil bahwa secara keseluruhan, KPRI 

Kabupaten Blora menyelenggarakan Rapat Anggota maupun Rapat 

Pengurus/pengawas dilakukan sebelum bulan maret sebanyak 40 koperasi (100%). 

2) Manajemen pengawasan 

Rasio menejemen pengawasan didasarkan badan yang menyelenggarakan 

pengawas berjalannya koperasi yaitu badan pengawas, auditor independen dan 

pengawas berserta auditor independen. Berdasarkan hasil penilaian menajemen 

pengawasan pada KPRI Kabupaten Blora, seperti terlihat pada tabel 4.9. dibawah 

ini: 
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Tabel 4.9. 
Manajemen Pengawasan 

Kriteria f % Skor 
Pengawas dan Auditor independen 0 0 0 
Auditor independen 0 0 0 
Pengawas 40 100 3 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh menejemen pengawasan koperasi 

hanya dilaksanakan oleh badan pengawas koperasi yaitu sebanyak 40 koperasi 

(100%) sedangkan yang mengelenggarakan pengawasan dengan bekerja sama 

auditor  independen tidak ada (0,0%). 

3) Keberadaan dan tingkat realisasi Rencana Kerja (RK) serta RAPB koperasi 

Rasio keberadaan dan tingkat realisasi Rencana Kerja (RK) serta RAPB  

koperasi didasarkan oleh perumusan rencana kerja yang tertulis dan disyahkan 

oleh rapat anggota serta dapat direalisasikan dengan baik. Berdasarkan hasil 

penilaian keberadaan dan tingkat realisasi Rencana Kerja (RK) serta RAPB 

koperasi pada KPRI Kabupaten Blora, seperti pada tabel 4.10. dibawah ini: 

Tabel 4.10. 
Manajemen Pengawasan 

Kriteria f % Skor 
Dirumuskan tertulis dg jls, disyahkan RA, tingk 
realisasi  > 80% 

36 90,0 10 

Dirumuskan tertulis dg jls, disyahkan RA, tingk 
realisasi  61% -  80% 

4 10,0 8 

Dirumuskan tertulis dg jls, disyahkan RA, tingk 
realisasi  41 – 60% 

0 0 6 

Dirumuskan tertulis dg jls, disyahkan RA, tingk 
realisasi  < 41% 

0 0 4 

Tidak dirumuskan dengan jelas 0 0 2 
Jumlah 40 100  

Sumber: Data primer yang diolah 
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Berdasarkan tabel 4.10. di atas diperoleh sebagian besar koperasi telah 

melaksanakana manajemen pengawasan dengan cara tertulis dan disyahkan oleh 

Rapat Anggota Tahunan serta dapat terealisasi lebih dari 80% sebanyak 36 

koperasi (90,0%), sedangkan yang lainnya hanya dapat terealisasi sebesar 61%-

80% sebanyak 4 koperasi (10,0%).  

4) Kondisi operasional kegiatan/usaha yang dilakukan 

Rasio kondisi operasinal kegiatan/usaha yang dilakukan didasarkan oleh 

banyaknya unit usaha yang masih beroperasi/berjalan dibagi dengan banyaknya 

unit usaha yang dimiliki. Hasil penelitian kondisi operasional kegiatan/usaha yang 

dilakukan pada KPRI Kabupaten Blora, seperti terlihat pada tabel 4.11 dibawah 

ini: 

Tabel 4.11. 
Kondisi operasional kegiatan/usaha yang dilakukan 

Kriteria f % Skor 
Rasio > 80% 40 100 10 
Rasio 71 – 80% 0 0 8 
Rasio 61 – 70% 0 0 6 
Rasio 51 – 60% 0 0 4 
Rasio < 51% 0 0 2 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebagian besar koperasi masih 

memiliki rasio operasional kegiatan/usaha lebih dari 80% dari usaha yang 

dimilikinya yaitu sebanyak 40 koperasi (100%). 

5) Kinerja kepengurusan 

Rasio kinerja kepengurusan diukur dengan menilai kinerja pengurus yang 

dilakukan oleh 10 orang anggota koperasi yang mana masing-masing anggota 

menilai 1 – 5. Berdasarkan hasil penilaian kinerja pengurus pada KPRI di 

Kabupaten Blora, seperti terlihat pada tabel 4.12 dibawah ini: 
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Tabel 4.12. 
Kinerja kepengurusan 

Kriteria f % Skor 
Skor 295 – 350 30 75,0 15 
Skor 239 – 294 10 25,0 10 
Skor 182 – 238 0 0 9 
Skor 126 – 181 0 0 6 
Skor < 126 atau buruk 0 0 3 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa kineja kepengurusan 

koperasi termasuk dalam kriteria sangat baik dengan skor antara 295 – 350 yaitu 

sebanyak 30 koperasi (75,0%) sedangkan sebanyak 10 koperasi (25,0%) memiliki 

kinerja yang baik dengan skor 239 – 294 dan tidak ada yang memiliki kenerja 

kepengurusan yang buruk. 

6) Tertib administrasi 

Rasio tertib administrasi didasarkan hasil penilaian administrasi yang 

diselenggarakan oleh koperasi secara tertib. Berdasarkan hasil penilaian tertib 

administrasi pada KPRI Kabupaten Blora, seperti dilihat pada tabel 4.13. dibawah 

ini: 

Tabel 4.13. 
Tertib Administrasi 

Kriteria f % Skor 
Skor 17 – 22  atau sangat baik 36 90,0 10 
Skor 13 – 16 atau baik 4 10,0 8 
Skor 9 – 12 atau cukup baik 0 0 6 
Skor 5 – 8 atau kurang baik 0 0 4 
Skor < 5 atau sangat rendah 0 0 2 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebagian besar koperasi telah 

melaksanakan tertib administrasi dengan sangat baik sebanyak 36 koperasi 

(90,0%), sedangkan yang lainnya termasuk dalam kariteria baik sebanyak 4 

koperasi (10,0%). Sedangkan yang termasuk dalam kriteria cukup baik dan sangat 

rendah tidak ada. 

7) Keberadaan sistem informasi 

Rasio keberadaan sistem informasi didasarkan oleh kepemilikan sistem 

informasi yang dimiliki. Berdasarkan hasil penilaian keberadaan sistem informasi  

pada KPRI Kabupaten Blora, seperti dilihat pada tabel 4.14. dibawah ini: 

Tabel 4.14. 
Keberadaan Sistem Informasi 

Kriteria f % Skor 
Memiliki sistem informasi dan sudah seluruhnya 
diaplikasikan 

33 82,5 10 

Memiliki sistem informasi dan sudah sebagian 
diaplikasikan 

7 17,5 8 

Memiliki sistem informasi dan belum diaplikasikan 0 0 6 
Sedang menyusun sistem informasi 0 0 4 

Tidak memiliki sistem informasi 0 0 2 

Jumlah 40 100  

Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebagian besar koperasi telah memiliki 

keberadaan sistem informasi dan sudah seluruhnya dipalikasikan dalam semua 

kegiatan koperasi yaitu sebanyak 33 koperasi (82,5%), sebanyak 7 koperasi 

(17,5%) telah memiliki sistem informasi dan sudah sebagian diaplikasikan, serta 

tidak ada koperasi yang tidak memiliki sistem informasi. 
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8) Kemudahan untuk mendapatkan informasi 

Rasio kemudahan untuk mendapatkan (akses) informasi didasarkan oleh 

kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada anggota, pengurus atau setip orang 

yang berkepentingan dengan koperasi dalam mengakses data sistem informasi. 

Berdasarkan hasil penilaian kemudahan untuk mendapatkan informasi pada KPRI 

Kabupaten Blora, seperti terlihat pada tabel 4.15 dibawah ini: 

Tabel 4.15. 
Kemudahan untuk mendapatkan informasi 

Kriteria f % Skor 
Sangat Mudah 37 92,5 10 
Mudah 3 7,5 8 
Cukup mudah 0 0 6 
Agak sulit 0 0 4 
Sulit 0 0 2 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebagian besar koperasi memberikan 

kemudahan dalam mengakses data informasi koperasi, sebanyak 37 koperasi 

(92,5%) termasuk dalam kriteria sangat mudah dan sebanyak 3 koperasi (17,5%) 

termasuk dalam kriteria mudah mengakses sistem informasi. 

b. Aspek Kinerja Usaha yang Semakin Sehat 

1) Struktur permodalan 

Rasio struktur modal didasarkan oleh rasio permodalan koperasi antara 

jumlah modal pinjaman dengan jumlah modal sendiri yang dimiliki koperasi. 

Berdasarkan hasil penilaian struktur permodalan pada KPRI Kabupaten Blora, 

seperti terlihat pada tabel 4.16 dibawah ini: 
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Tabel 4.16. 
Struktur Permodalan 

Kriteria f % Skor 
60% - 100% atau sangat ideal 8 20,0 15 
40% - 60% atau ideal 10 25,0 12 
20% - 40% atau cukup ideal 4 10,0 9 
100% - 125% atau tidak ideal 1 2,5 6 
< 20%  atau > 125% atau jelek 17 42,5 3 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh struktur permodalan koperasi, 

sebanyak 17 koperasi (42,5%) termasuk dalam kriteria jelek, sebanyak 10 

koperasi (25,0%) termasuk dalam kriteria ideal, sebanyak 8 koperasi (20,0%) 

termasuk dalam kriteria sangat ideal dan sebanyak 4 koperasi (10,0%) yang 

termasuk kriteria cukup ideal. Sedangkan yang termasuk dalam kriteria tidak ideal 

ada 1 buah koperasi (2,5%). 

2) Likuiditas 

Rasio likuiditas didasarkan pada rasio total aktiva lancar dibagi dengan 

total kewajiban lancar. Berdasarkan hasil penilaian rasio likuiditas pada KPRI 

Kabupaten Blora, seperti terlihat pada tabel 4.17 dibawah ini: 

Tabel 4.17. 
Likuiditas 

Kriteria f % Skor 
Sangat ideal 3 7,5 15 
Ideal 0 0 12 
Cukup Ideal 0 0 9 
Sangat Ideal 2 5,0 6 
Sangat Tidak Ideal 35 87,5 3 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran likuiditas koperasi, 

sebanyak 35 koperasi (87,5%) termasuk dalam kriteria sangat tidak ideal, 

sebanyak 3 koperasi (7,5%) termasuk dalam kriteria sangat ideal, dan sebanyak 2 

koperasi (5,0%) termasuk dalam kriteria kurang ideal. Jadi secara keseluruhan, 

lukuiditas koperasi rata-rata termasuk dalam kriteria sangat tidak ideal karena 

rasio likuditasnya < 100% atau > 200%. 

3) Solvabilitas 

Rasio solvabilitas diukur dengan cara membagi total aktiva dengan total 

kewajiban. Berdasarkan hasil penilaian solvabilitas koperasi pada KPRI 

Kabupaten Blora, seperti terlihat pada tabel 4.18 dibawah ini: 

Tabel 4.18. 
Solvabilitas 

Kriteria f % Skor 
Sangat ideal 4 10,0 15 
Ideal 0 0 12 
Cukup Ideal 0 0 9 
Kurang Ideal 0 0 6 
Sangat Tidak Ideal 36 90,0 3 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa sebanyak 36 

koperasi (90,0%) solvabilitas koperasi termasuk dalam kriteria sangat tidak ideal, 

dan hanya 4 koperasi (10,0%) yang termasuk dalam kriteria ideal. 

4) Profitabilitas 

Rasio profitabilitas koperasi diukur dengan cara membagi sisa hasil usaha 

dengan pendapatan bruto koperasi. Berdasarkan hasil penilaian profitabilitas 

koperasi pada KPRI di Kabupaten Blora, seperti terlihat pada tabel 4.19 dibawah 

ini: 
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Tabel 4.19. 
Profitabilitas 

Kriteria f % Skor 
Sangat Baik 8 20,0 15 
Baik 1 2,5 12 
Cukup baik 12 30,0 9 
Kurang Baik 14 35,0 6 
Buruk 5 12,5 3 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil bahwa sebagian besar koperasi 

termasuk dalam kriteria kurang baik sebanyak 14 koperasi (35,0%), sebanyak 12 

koperasi (30,0%) termasuk dalam kriteria cukup baik, sebanyak 8 koperasi 

(20,0%) termasuk dalam kriteria sangat baik, dan sebanyak 5 koperasi (12,5%) 

termasuk dalam kriteria buruk. Sedangkan yang termasuk dalam kriteria baik 

hanya ada 1 koperasi (2,5%). 

5) Aktivitas (rasio perputaran piutang) 

Rasio aktrivitas (rasio perputaran piutang) didasarkan pada jumlah 

penjualan dibagi dengan jumlah piutang rata-rata yang ada didalam koperasi. 

Berdasarkan hasil penilaian aktivitas pada KPRI Kabupaten Blora, seperti terlihat 

pada tabel 4.20 dibawah ini: 

Tabel 4.20. 
Aktivitas (rasio Perputaran piutang) 

Kriteria f % Skor 
Sangat efektif 3 7,5 15 
Efektif 0 0,0 12 
Cukup Efektif 3 7,5 9 
Kurang efektif 6 15,0 6 
Tidak efektif 28 70,0 3 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebagian besar aktivitas koperasi 

termasuk dalam kriteria tidak efektif sebanyak 28 koperasi (70,0%), sebanyak 6 

koperasi (15,0%) termasuk dalam kriteria kurang efektif, sebanyak 3 koperasi 

(7,5%) termasuk dalam kriteria cukup efektif dan sebanyak 3 koperasi(7,5%) 

cukup efektif. 

6) Kemampuan bersaing koperasi 

Rasio kemampuan bersaing koperasi diukur berdasarkan kemampuan 

koperasi dalam bersaing dengan usaha lain maupun dengan koperasi lainnya. 

Berdasarkan hasil penilaian kemampuan bersaing koperasi pada KPRI di 

Kabupaten Blora, seperti terlihat pada tabel 4.21 dibawah ini: 

Tabel 4.21. 
Kemampuan bersaing koperasi 

Kriteria f % Skor 
Sangat tinggi 7 17,5 15 
Tinggi 29 72,5 12 
Cukup baik 3 7,5 9 
Rendah 1 2,5 6 
Sangat rendah 0 0 3 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 
 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebagian besar koperasi memiliki 

kemampuan bersaing yang tinggi sebanyak 29 koperasi (72,5%), sebanyak 7 

koperasi (17,5%) termasuk dalam kriteria sangat tinggi, sebanyak 3 koperasi 

(7,5%) termasuk dalam kriteria cukup baik dan 1 buah koperasi (2,5%) termasuk 

dalam kriteria rendah. 

7) Strategi bersaing koperasi 

Rasio strategi beraing koperasi didasarkan oleh kemampuan bersaing 

koperasi dengan sektor lainnya. Berdasarkan hasil penilaian strategi bersaing 

koperasi pada KPRI Kabupaten Blora, seperti terlihat pada tabel 4.22 dibawah ini: 
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Tabel 4.22. 

Strategi bersaing koperasi 
Kriteria f % Skor 

Sangat baik 1 2,5 10 
Baik 31 77,5 8 
Cukup baik 8 20,0 6 
Kurang baik 0 0 4 
Buruk 0 0 2 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa sebagian besar koperasi 

memiliki strategi bersaing yang baik sebanyak 31 koperasi (77,5%), sebanyak 8 

koperasi (20,0%) termasuk dalam kriteria cukup baik, dan 1 buah koperasi (2,5%) 

termasuk dalam kriteria sangat baik dalam strategi bersaing dengan koperasi 

lainnnya. 

8) Inovasi yang dilakukan 

Rasio inovasi yang dilakukan oleh koperasi didasarkan pada produk/jasa 

yang baru dilaksanakan oleh koperasi. Berdasarkan hasil penilaian inovasi yang  

dilakukan pada KPRI Kabupaten Blora, seperti terlihat pada tabel 4.23 dibawah 

ini: 

Tabel 4.23 
Inovasi yang dilakukan 

Kriteria f % Skor 
Terdapat lebih dari 3 produk/jasa baru dalam setahun 
terakhir 1 2,5  

10 
Terdapat 3 produk/jasa baru dalam setahun terakhir 0 0 8 
Terdapat 2 produk/jasa baru dalam setahun terakhir 0 0 6 
Terdapat satu produk/jasa baru dalam setahun terakhir 0 0 4 
Tidak ada produk/jasa baru dalam setahun terakhir 39 97,5 2 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa sebagian besar atau 

sebanyak 39 koperasi (97,5%) tidak ada produk/jasa yang baru dalam satu tahun 

terakhir ini dan hanya ada satu koperasi (2,5%) yang memiliki lebih dari 3 

produk/jasa baru dalam setahun terakhir ini. 

c. Aspek Kohesitas dan Partisipasi Anggota 

1) Rasio transaksi anggota (partisipasi bruto) dibandingkan non-anggota pada 

koperasi 

Rasio transaksi anggota (partisipasi bruto) dibandingkan non-anggota 

pada koperasi didasarkan pada jumlah partisipasi anggota dengan jumlah 

penjualan. Berdasarkan hasil penilaian rasio transaksi anggota (partisipasi bruto) 

dibandingkan non-anggota pada koperasi pada KPRI Kabupaten Blora, dapat 

dilihat pada tabel 4.24 dibawah ini: 

Tabel 4.24. 
Rasio Transaksi Anggota 

Kriteria f % Skor 
Lebih dari 400% 7 17,5 10 
301% - 400% 10 25 8 
201% - 300% 16 40 6 
101% - 200% 7 17,5 4 
Kurang dari 100% 0 0 2 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebagian besar partisipasi anggota 

dalam melakukan transaksi di koperasi lebih dari 201%-300% sebanyak 16 

koperasi (40,0%), rasio transaksi anggota 301% - 400% sebanyak 10 koperasi 

(25,0%),  rasio transaksi anggota lebih dari dari 400% dan sebagian antara 101% - 

200% sebanyak 7 koperasi (17,5%). 
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2) Rasio besaran SHU terhadap transaksi usaha anggota 

Rasio besaran SHU terhadap transaksi usaha anggota didasarkan pada 

jumlah SHU dengan jumlah partisipasi anggota didalam koperasi. Berdasarkan 

hasil penilaian rasio besaran SHU terhadap transaksi usaha anggota pada KPRI 

Kabupaten Blora, seperti terlihat pada tabel 4.25 dibawah ini: 

Tabel 4.25. 
Rasio besaran SHU terhadap transaksi usaha anggota 

Kriteria f % Skor 

Lebih dari 12,5% 3 7,5 5 
10,1% - 12,5% 1 2,5 4 
7,51% - 10% 3 7,5 3 
5,1% - 7,5% 3 7,5 2 
Kurang dari 5% 30 75 1 

Jumlah 40 100  

Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa sebagian besar 

koperasi memiliki rasio SHU terhadap transaksi usaha anggota kurang dari 5% 

sebanyak 30 koperasi (75,0%), sebanyak 3 koperasi (7,5%) memiliki rasio lebih 

dari 12,5%, sebanyak 3 koperasi (7,5%) memiliki rasio 51,% - 7,5%, sebanyak 3 

koperasi (7,5%) memilki rasio 7,5%-10%, dan hanya ada satu koperasi (2,5%) 

yang memiliki rasio SHU antara 10,1%-12,5%. Jadi secara keseluruhan rasio SHU 

pada KPRI Kabupaten Blora tercatat kurang dari 5%. 

3) Rasio peningkatan jumlah anggota 

Rasio peningkatan jumlah anggota didasarkan pada jumlah anggota tahun 

ini dikurangi dengan jumlah anggota tahun lalu dibagi dengan jumlah anggota 

tahun lalu. Berdasarkan hasil penilaian rasio peningkatan jumlah anggota  pada 

KPRI Kabupaten Blora, seperti pada tabel 4.26 dibawah ini: 
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Tabel 4.26. 
Rasio Peningkatan Jumlah Anggota 

Kriteria f % Skor 
> 10% 2 5,0 15 
7,1% - 10% 2 5,0 12 
4,1% – 7% 1 2,5 9 
0,1% - 4% 11 27,5 6 
0% atau tidak meningkat 24 60,0 3 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil bahwa sebagian besar koperasi 

dengan rasio peningkatan jumlah anggotanya antara  0,1% - 4% sebanyak 11 

koperasi (27,5%), sebanyak 2 koperasi (5,0%) mengalami peningkatan jumlah 

anggota antara 7,1% - 10%, sebanyak 2 koperasi (5,0%) mengalami peningkatan 

jumlah anggota lebih dari 10%, 1 koperasi (2,5%) mengalami peningkatan antara 

4,1% - 7%, dan sebagian besar (60%) atau sebanyak 24 koperasi tidak ada 

peningkatan jumlah anggota. 

4) Persentase jumlah anggota yang melunasi simpanan wajib 

Rasio persentase jumlah anggota yang melunasi simpanan wajib 

didasarkan pada jumlah simpanan wajib dibagi dengan jumlah simpanan wajib 

yang harus dibayarkan. Berdasarkan hasil penilaian persentase jumlah anggota 

yang melunasi simpanan wajib pada KPRI Kabupaten Blora, seperti terlihat pada 

tabel 4.27 dibawah ini: 

Tabel 4.27. 
Persentase jumlah anggota yang melunasi simpanan wajib 

Kriteria f % Skor 
> 87,5% atau sangat tinggi 40 100 15 
75,5% - 87,50% atau tinggi 0 0 12 
63% - 75% atau cukup tinggi 0 0 9 
50% - 62%,5 atau rendah 0 0 6 
< 50% atau sangat rendah 0 0 3 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa secara keseluruhan anggota 

dalam melunasi simpanan wajib sebanyak 40 koperasi (100%) termasuk dalam 

kriteria sangat tinggi, karena jumlah persentase anggota yang melunasi simpanan 

wajib lebih dari 87,5% setiap bulannya. 

5) Persentase besaran simpanan selain simpanan pokok dan simpanan wajib 

Rasio persentase besaran simpanan selain simpanan pokok dan simpanan 

wajib didasarkan oleh jumlah anggota yang dilayani dengan jumlah seluruh 

anggota. Berdasarkan hasil penilaian persentase besaran simpanan selain 

simpanan pokok dan simpanan wajib pada KPRI Kabupaten Blora, seperti terlihat 

pada tabel 4.28 dibawah ini: 

Tabel 4.28. 
Persentase besaran simpanan selain simpanan pokok dan simpanan wajib 

Kriteria f % Skor 
Sangat tinggi 40 100 15 
Tinggi 0 0 12 
Cukup Tinggi 0 0 9 
Rendah 0 0 6 
Sangat Rendah 0 0 3 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh secara keseluruhan persentase besaran 

simpanan selain simpanan pokok dan simpanan wajib pada 40 koperasi (100%) 

termasuk dalam kriteria sangat tinggi. 

6) Rasio peningkatan jumlah penyertaan modal anggota kepada koperasi 

Rasio peningkatan jumlah penyertaan modal anggota kepada koperasi 

didasarkan pada rasio penyertaan modal tahun ini dikurangi dengan rasio 

penyertaan modal tahun lalu dibagi dengan rasio penyertaan modal tahun lalu. 

Berdasarkan hasil penilaian peningkatan jumlah penyertaan modal anggota 

kepada koperasi pada KPRI Kabupaten Blora, seperti terlihat pada tabel 4.29 

dibawah ini: 
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Tabel 4.29. 
Rasio peningkatan jumlah penyertaan modal anggota kepada koperasi 

Kriteria f % Skor 
>  3% 36 90,0 15 
2,1% - 3% 0 0 12 
1,1% - 2% 1 2.5 9 
0,9% - 1% 0 0 6 
< 0,9% 3 7,5 3 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebagian besar koperasi dalam 

peningkatan jumlah penyertaan modal anggota kepada koperasi sebanyak 36 

koperasi (90,0%) sebanyak lebih dari 3%, sebanyak 1 koperasi (2,5%) dengan 

peningkatan jumlah penyertaan modal anggota kepada koperasi antara 1,1% - 2%. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan rasio peningkatan jumlah 

penyertaan modal anggota kepada koperasi lebih dari 3%. 

7) Tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota 

Rasio pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota didasarkan pada  

jumlah anggota yang dilayani dibagi dengan jumlah seluruh anggota koperasi. 

Berdasarkan hasil penilaian pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota KPRI 

Kabupaten Blora, seperti terlihat pada tabel 4.30 dibawah ini: 

Tabel 4.30. 
Pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota 

Kriteria f % Skor 
>   85% 40 100 15 
70% - 85% 0 0 12 
55% - 69% 0 0 9 
40% - 54% 0 0 6 
< 40% 0 0 3 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebanyak 40 koperasi (100%) tingkat 

pemanfaatan pelayanan koperasi kepada anggota lebih dari 85%. Jadi secara 

keseluruhan koperasi telah dimanfaatkan oleh seluruh anggota koperasi dalam 

kehidupan sehari-harinya. Pemanfaatan koperasi dalam kegiatan sehari-hari oleh 

anggota dapat berupa pembelian bahan kebutuhan pokok kepada koperasi maupun 

dengan cara memanfaatkan devisi simpan pinjam yang ada di dalam koperasi. 

8) Pola pengkaderan 

Rasio pola pengkaderan dinilai berdasarkan pada jumlah kader yang 

menjadi pengurus koperasi. Berdasarkan hasil penilaian pola pengkaderan 

koperasi pada KPRI Kabupaten Blora, seperti pada tabel 4.31 dibawah ini 

Tabel 4.31. 
Pola Pengkadera 

  Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh pola pengkaderan didalam koperasi, 

sebagian besar belum ada informasi mengenai jumlah kader yang menjadi 

pengurus yaitu pada 23 koperasi (57,5%), koperasi yang memiliki jumlah kader 

yang menjadi pengurus separuh atau lebih sebanyak 10 koperasi (25,0%), 

sebanyak 3 koperasi (7,5%) skor yang diperoleh = 1, terdapat 2 koperasi (5,0%) 

skor yang diperoleh = 2, dan 2 koperasi (5,0%) skor yang diperoleh = 0. Jadi 

dapat diambil kesimpulan bahwa pada KPRI di Kabupaten Blora masih belum ada 

informasi jumlah kader yang menjadi pengurus di masing-masing koperasi.

Kriteria F % Skor 

Skor = 3, jumlah kader yang menjadi pengurus separuh 
atau lebih 10 25,0 

15 

Skor yang diperoleh = 3, tanpa ada informasi jumlah 
kader yang menjadi pengurus 23 57,5 

12 

Skor yang diperoleh = 2 2 5,0 9 
Skor yang diperoleh = 1 3 7,5 6 
Skor yang diperoleh = 0 2 5 3 

Jumlah 40 100  
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d. Aspek Orientasi kepada pelayanan anggota 

1) Model pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

Penilaian komponen pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terletak pada 

kesempatan anggota dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan yang 

diselenggarakan oleh koperasi. Berdasarkan hasil penilaian model pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan pada KPRI Kabupaten Blora, seperti terlihat pada tabel 

4.32 dibawah ini: 

Tabel 4.32. 
Melaksanakan pendidikan dan pelatihan anggota 

Kriteria f % Skor 

Tertuang dalam program dan dilaksanakan sepenuhnya 28 70,0 10 
Tertuang dalam program dan dilaksanakan sebagian 9 22,5 8 
Tidak tertuang dalam program, namun dilaksanakan 3 7,5 6 
Tertuang dalam program, namun tidak melaksanakananya 0 0 4 
Tidak pernah ada dalam program dan tidak pernah 
melaksanakannya 0 0 2 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa koperasi yang melaksanakan 

pelatihan dan pendidikan koperasi pada anggota yang tertuang dalam program 

kerja dan dilaksanakan sepenuhnya terdapat 28 koperasi (70,0%), sebanyak 9 

koperasi (22,5%) melaksanakan pelatihan dan pendidikan yang tertuang dalam 

program dan melaksanakan sebagian, sebanyak 3 koperasi (7,5%) melaksanakan 

pendidikan dan pelatihan koperasi yang tidak tertuang dalam program, namun 

dilaksanakan. Jadi secara keseluruhan bahwa sebagian koperasi telah 

melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai yang tertuang didalam program 

kerja dan melaksanakan sepenuhnya. 
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2) Rasio anggota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 

Rasio anggota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan didasarkan pada 

jumlah anggota yang sudah menjalankan pelatihan dan pendidikan dibagi dengan 

jumlah seluruh anggota koperasi. Berdasarkan hasil penilaian anggota yang 

mengikuti pendidikan dan pelatihan pada KPRI Kabupaten Blora, seperti terlihat 

pada tabel 4.33 dibawah ini: 

Tabel 4.33. 
Rasio anggota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 

Kriteria f % Skor 
>80% atau sangat tingi 0 0 10 
60% - 80% atau tinggi 2 5 8 
40% - 59% atau cukup tinggi 9 22,5 6 
20% - 39% atau rendah 23 57,5 4 
< 20% atau sangat rendah 6 15 2 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa jumlah anggota yang 

telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang perkoperasian, terdapat 23 

koperasi (57,5%) dengan rasio anggota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 

yaitu 20% - 39%, sebanyak 9 koperasi (22,5%) dengan rasio antara 40-59%, 

sebanyak 6 koperasi (15,0%) dengan rasio kurang dari 20% dan terdapat 2 

koperasi (5,0%) yang  mencapai 60% -  80% dari jumlah anggota koperasi. 

3) Keterkaitan antara usaha koperasi dengan usaha/kegiatan anggota 

Rasio keterkaitan antara usaha koperasi dengan usaha/kegiatan anggota 

keberadaan dan tingkat realisasi Rencana Kerja (RK) didasarkan pada jumlah 

usaha koperasi yang terkait dengan anggota dibagi dengan jumlah usaha koperasi 

seluruhnya. Berdasarkan hasil penilaian keterkaitan antara usaha koperasi dengan 

usaha/kegiatan anggota pada KPRI Kabupaten Blora, seperti terlihat pada tabel 

4.34 dibawah ini: 
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Tabel 4.34. 
Keterkaitan antara usaha koperasi dengan usaha/kegiatan anggota 

Kriteria f % Skor 
> 80% 33 82,5 35 
61 – 80% 6 15,0 28 
41% - 60% 1 2,5 21 
21% - 40% 0 0 14 
< 21 % 0 0 7 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebagian besar koperasi telah 

melaksanakan manajemen pengawasan dengan cara tertulis dan disyahkan oleh 

Rapat anggota tahunan serta dapat terealisasi lebih dari 80% sebanyak 33 koperasi 

(82,5%), sedangkan yang dapat terealisasi sebesar 61 – 80% sebanyak 6 koperasi 

(15,0%), dan yang dapat terealisasi sebesar 41%-60% hanya 1 koperasi (2,5%). 

4) Transaksi usaha koperasi dengan usaha/kegiatan anggota 

Rasio transaksi usaha koperasi dengan usaha/kegiatan anggota didasarkan 

pada jumlah transaksi anggota dengan koperasi dibagi dengan jumlah transaksi 

seluruhnya yang ada di dalam koperasi. Berdasarkan hasil penilaian transaksi 

usaha koperasi dengan usaha/kegiatan anggota pada KPRI Kabupaten Blora, 

seperti terlihat pada tabel 4.35 dibawah ini: 

Tabel 4.35. 
Transaksi usaha koperasi dengan usaha/kegiatan anggota 

Kriteria f % Skor 
> 80% 0 0 35 
61 – 80% 2 5 28 
41% - 60% 5 12,5 21 
21% - 40% 33 82,5 14 
< 21 % 0 0 7 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh transaksi usaha koperasi dengan 

kepentingan anggotanya sebagian besar antara 21% - 40% yaitu sebanyak 33 

koperasi (82,5%), sebanyak 5 koperasi (12,5%) kesesuaian antara usaha koperasi 

dengan kepentingan anggotanya antara 41% - 60%, dan ada 2 koperasi (5%) yang 

kesesuaian usaha dengan kepentingan anggotanya antara 61% - 80%. Jadi secara 

keseluruhan kesesuaian antara usaha koperasi dengan kepentingan anggota 

koperasi antara 21% - 40%. 

5) Tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan yang diberikan koperasi 

Rasio tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan yang diberikan 

koperasi didasarkan oleh selisih antara nilai persepsi dengan nilai harapan yang 

diperoleh. Berdasarkan hasil penilaian tingkat kepuasan anggota terhadap 

pelayanan yang diberikan koperasi pada KPRI Kabupaten Blora, seperti dilihat 

pada tabel 4.36 dibawah ini: 

Tabel 4.36. 
Tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan yang diberikan koperasi 

Kriteria f % Skor 
Selisih positif  > 0,5 40 100 45 
Selisih positif sampai dengan 0,5 0 0 36 
Selisih adalah nol 0 0 27 
Selisih negatif sampai dengan -0.5 0 0 18 
Selisih negatif, lebih dari -.05 0 0 9 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh tingkat kepuasan anggota terhadap 

pelayanan yang diberikan secara keseluruhan antara persepsi dan harapan, positif 

lebih dari 0,5 yaitu sebanyak 40 koperasi (100%). 
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e. Pelayanan terhadap masyarakat, dengan substansi penilaian: 

1)  Pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati masyarakat non-anggota 

Penilaian pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati masyarakat non-

anggota didasarkan pada jumlah transaksi masyarakat non-anggota terhadap 

koperasi dengan jumlah potensial transaksi seluruhnya. Berdasarkan hasil 

penilaian pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati masyarakat non-anggota 

pada KPRI di Kabupaten Blora, seperti terlihat pada tabel 4.37 dibawah ini: 

Tabel 4.37. 
Pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati masyarakat non-anggota 

Kriteria f % Skor 
>20% atau sangat tinggi 2 5 5 
Antara 16% - 20%, atau tinggi 11 27,5 4 
Antara 11% - 15%, atau cukup 9 22,5 3 
Antara 5% - 10%, atau rendah 0 0 2 
<5%, atau sangat rendah 18 45,0 1 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh pelayanan usaha koperasi yang dapat 

dinikmati masyarakat non-anggota, sebanyak 18 koperasi (45,0%) rasio pelayanan 

usaha koperasi yang dapat dinikmati non-anggota < 5%, atau sangat rendah. 

Sebanyak 11 koperasi (27,5%) antara 16% - 20%, sebanyak 9 koperasi (22,5%) 

antara 11% - 15% dan terdapat 2 koperasi (5%) yang lebih dari 20% dengan 

kriteria sangat tinggi. Jadi secara keseluruhan bahwa koperasi tidak dapat 

dinikmati oleh masyarakat  non-anggota koperasi. 

2) Persentase besaran dana yang disisihkan untuk pelayanan sosial yang dapat 

dinikmati masyarakat 

Rasio besaran dana yang disisihkan untuk pelayanan sosial yang dapat 

dinikmati masyarakat didasarkan pada jumlah dana yang disisihkan oleh koperasi 

untuk kepentingan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil penilaian persentase 

besaran dana yang disisihkan untuk pelayanan sosial yang dapat dinikmati 

masyarakat pada KPRI di Kabupaten Blora, seperti terlihat pada tabel 4.38 

dibawah ini: 
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Tabel 4.38. 
Persentase besaran dana yang disisihkan untuk pelayanan sosial  

yang dapat dinikmati masyarakat 
Kriteria f % Skor 

lebih dari 5% 24 60,0 5 
Antara 4% - 5% 8 20,0 4 
Antara 2% - 3% 7 17,5 3 
Sampai dengan 1% 1 2,5 2 
Dapat dinikmati masyarakat 0 0 1 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persentase besaran dana yang 

disisihkan untuk pelayanan sosial yang dapat dinikmati masyarakat sebanyak 24 

koperasi (60,0%) lebih dari 5%, sebanyak 8 koperasi (20%) antara 4% - 5%, 

sebanyak 7 koperasi (17,5%) antara 2% - 3%, sebanyak satu koperasi (2,5%) 

hanya sampai dengan 1%. Jadi secara keseluruhan bahwa tingkat besaran dana 

yang disisihkan untuk pelayanan sosial rata-rata lebih dari 5%. 

3) Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi bisnis yang disebarkan 

oleh koperasi 

Penilaian kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi bisnis 

yang disebarkan oleh koperasi didasarkan pada jumlah informasi bisnis yang 

disebarluaskan oleh koperasi dibagi dengan jumlah informasi bisnis yang dimiliki 

koperasi seluruhnya. Berdasarkan hasil penilaian kemudahan masyarakat untuk 

mendapatkan informasi bisnis yang disebarkan oleh koperasi pada KPRI di 

Kabupaten Blora, seperti terlihat pada tabel 4.39 dibawah ini: 

Tabel 4.39. 
Kemudahan  masyarakat untuk mendapatkan informasi bisnis 

yang disebarkan oleh koperasi 
Kriteria f % Skor 

Tingkat sebaran mencapai >80% 31 77,5 5 
Tingkat sebaran mencapai antara 60% - 80% 5 12,5 4 
Tingkat sebaran mencapai antara 40% - 59% 4 10 3 
Tingkat sebaran mencapai antara 20% - 39% 0 0 2 
Tingkat sebaran mencapai 20% atau kurang 0 0 1 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh kemudahan masyarakat untuk 

mendapatkan informasi bisnis yang disebarkan oleh koperasi, sebanyak 31 

koperasi (77,5%) tingkat sebaran informasi mencapai >80%, sebanyak 5 koperasi 

(12,5%) tingkat sebaran mencapai antara 60% - 80%, sebanyak 4 koperasi 

(10,0%) tingkat sebaran informasi mencapai 40% - 59%. Jadi secara keseluruhan 

bahwa infomasi bisnis yang disebarkan oleh koperasi rata-rata mencapai lebih dari 

80%. 

4) Tanggapan masyarakat sekitar terhadap keberadaan koperasi 

Penilaian tanggapan masyarakat sekitar terhadap keberadaan koperasi 

didasarkan oleh penilaian masyarakat sekitar koperasi terhadap keberadaannya di 

masyarakat. Berdasarkan hasil penilaian tanggapan masyarakat sekitar terhadap 

keberadaan koperasi pada KPRI di Kabupaten Blora, seperti terlihat pada tabel 

4.40 dibawah ini: 

Tabel 4.40. 
Tanggapan masyarakat sekitar terhadap keberadaan koperasi 

Kriteria f % Skor 
Sangat baik 7 17,5 5 
Baik 30 75 4 
Cukup Baik 3 7,5 3 
Kurang baik 0 0 2 
Tidak Baik 0 0 1 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa tanggapan masyarakat terhadap 

keberadaan koperasi, sebanyak 30 koperasi (75,0%) memperoleh tanggapan yang 

baik dari masyarakat, sebanyak 7 koperasi (17,5%) memperoleh tanggapan yang 

sangat baik di masyarakat dan sebanyak 3 koperasi (7,5%) memperoleh tanggapan 

yang cukup baik di masyarakat. Jadi secara keseluruhan tanggapan masyarakat 

terhadap koperasi termasuk dalam kriteria baik. 
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f. Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah 

1) Ketaatan koperasi dalam pembayaran pajak 

Penilaian ketaatan koperasi dalam pembayaran pajak didasarkan pada 

ketepatan koperasi dalam membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

Berdasarkan hasil penilaian ketaatan koperasi dalam pembayaran pajak pada 

KPRI di  Kabupaten Blora, seperti terlihat pada tabel 4.41 dibawah ini: 

Tabel 4.41. 
Ketaatan koperasi dalam pembayaran pajak 

Kriteria f % Skor 
Membayar, lebih cepat dari waktu yang ditentukan 0 0 10 
Membayar, sesuai dengan waktu yang ditentukan 40 100 8 
Membayar, terlambat sampai seminggu dari waktu yang 
ditentukan 

0 0 6 

Membayar, terlambat dari seminggu dari waktu yang 
ditentukan 

0 0 4 

Tidak membayar pajak pada tahun ini 0 0 2 
Jumlah 40 100  

Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh tingkat ketaatan koperasi dalam 

membayar pajak, sebanyak 40 koperasi (100%) mebayar sesuai dengan waktu 

yang ditentukan. Jadi secara umum bahwa koperasi selalu mentaati peraturan yang 

ada dalam hal pembayaran pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

2) Pertumbuhan penyerapan tenaga  kerja koperasi 

Penilaian pertumbuhan penyerapan tenaga kerja koperasi didasarkan pada 

jumlah tenaga kerja koperasi tahun ini dibagi dengan jumlah tenaga kerja koperasi 

tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil penilaian pertumbuhan penyerapan tenaga 

kerja koperasi pada KPRI di Kabupaten Blora, seperti terlihat pada tabel 4.42 

dibawah ini: 
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Tabel 4.42. 
Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja koperasi 

Kriteria f % Skor 
>15,0% 0 100 5 
Antara 10,0% - 14,9% 0 0 4 
Antara 5,0 – 9,9% 0 0 3 
Antara 0,1% - 4,9 5 12,5 2 
Tidak ada pertumbuhan penyerapan TKI Koperasi 35 87,5 1 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh tingkat pertumbuhan penyerapan 

tenaga kerja koperasi, sebanyak 35 koperasi (87,5%) tidak ada pertumbuhan 

penyerapan tenaga kerja koperasi, sebanyak 5 koperasi (12,5%) penyerapan 

tenaga kerja antara 0,1% - 4,9%. Jadi secara umum rata-rata penyerapan tenaga 

kerja koperasi tidak ada penyerapan tenaga kerja dari tahun ke tahun. 

3) Tingkat upah karyawan 

Penilaian tingkat upah karyawan didasarkan pada besar upah karyawan 

rata-rata dibagi dengan besarnya UMR yang berlaku. Berdasarkan hasil penilaian 

tingkat upah karyawan pada KPRI Kabupaten Blora, seperti terlihat pada tabel 

4.43 dibawah ini: 

Tabel 4.43. 
Tingkat Upah karyawan 

Kriteria f % Skor 
> 200% 0 0 5 
151% - 200% 4 10 4 
101% - 150% 9 22.5 3 
81% - 100% 3 7.5 2 
<= 80% 24 60 1 

Jumlah 40 100  
Sumber: Data primer yang diolah 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh tingkat upah karyawan, sebanyak 24 

koperasi (60%) upah yang diberikan kurang dari 80% dari upah UMR yang 

berlaku, sebanyak 9 koperasi (22,5%) memberikan upah lebih dari 101% - 150% 

dari UMR yang berlaku, sebanyak 4 koperasi (10,0%) memberikan upah sebesar 

151% - 200% dari UMR yang berlaku, dan sebanyak 3 koperasi (7,5%) upah yang 

diberikan 81%-100% dari UMR yang berlaku.  

Secara keseluruhan penilaian pengukuran kinerja koperasi sesuai dengan 

keputusan menteri No. 06 Per/M. KUKM/III/2008 mengenai pedoman 

Pemeringkatan Koperasi pada KPRI di Kabupaten Blora diperoleh kriteria dari 

setiap koperasi yang terangkum pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.44. 
Rata-rata Penilaian pengukuran Kinerja KPRI Kabupaten Blora sesuai 

dengan keputusan Menteri No. 06 Per/M. KUKM/III/2008. 
 

No Nama Koperasi Skor Kriteria 
1 2 3 4 
1. Rekso Santosa Cepu 383 Berkualitas 
2. Subur 365 Berkualitas 
3. Bahagia Randublatung 367 Berkualitas 
4. Eko Santoso Cepu 354 Berkualitas 
5. Wargo Tunggal 354 Berkualitas 
6. Margo Utomo 325 Cukup berkualitas 
7. SPU Todanan 346 Berkualitas 
8. Serba Usaha Migas 409 Berkualitas 
9. Pukat 365 Berkualitas 

10. Dwi Sakti 350 Berkualitas 
11. Dwi Mukti 364 Berkualitas 
12. Dwi Mulyo 346 Berkualitas 
13. Marga Jaya 350 Berkualitas 
14. Dwi Santosa 344 Berkualitas 
15. Dwijo Eko Saroyo 374 Berkualitas 
16. Karya Sejahtera 332 Cukup berkualitas 
17. Muhibah 343 Berkualitas 
18. Dwi Makmur  360 Berkualitas 
19. Tuwuh 365 Berkualitas 
20. Karya Hutama 355 Berkualitas 
21. Ikhlas 359 Berkualitas 
22. Ngudi Mulyo 351 Berkualitas 
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No. Nama Koperasi Skor Kriteria 
1 2 3 4 

23. Guyup Rukun 358 Berkualitas 
24. Sehat 383 Berkualitas 
25. Kamulyan 340 Berkualitas 
26. Swa Usaha 325 Cukup berkualitas 
27. Keluarga "RSU" Blora 346 Berkualitas 
28. Bina Usaha 358 Berkualitas 
29. Hemat Sejahtera 339 Cukup berkualitas 
30. Koptera 354 Berkualitas 
31. Dwija Sejahtera 353 Berkualitas 
32. Dwijo Utomo 350 Berkualitas 
32. Dwijo Utomo 350 Berkualitas 
33. Kebun Makmur 349 Berkualitas 
34. Setia Sejahtera  338 Cukup berkualitas 
35. Tirta Amerta 358 Berkualitas 
36. Bina Sejahtera Sambong 349 Berkualitas 
37. Anggoro Mulyo 342 Berkualitas 
38. Lamtaburo 333 Cukup berkualitas 
39. Karya Bhakti 330 Cukup berkualitas 
40. Padma Widya 367 Berkualitas 

Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa sebanyak 33 koperasi termasuk  

dalam kategori berkualitas sedangkan sebanyak 7 koperasi termasuk dalam 

kategori cukup berkualitas yaitu koperasi Margo Utamo, Karya Sejahtera, Swa 

Usaha, Hemat Sejahtera, Setia Sejahtera, Lamtaburo, dan Karya Bhakti. 

 

4.2. Pembahasan   

4.2.1 Persepsi pengurus terhadap pengukuran kinerja koperasi, dengan 

indikator sebagai berikut : 

4.2.1.1 Pengetahuan pengurus tentang pengukuran kinerja koperasi 

Hasil penelitian diperoleh hasil bahwa tingkat pengetahuan pengurus 

tentang pengukuran kinerja koperasi rata-rata pengurus tidak mengetahui 
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bagaimana cara mengukur kinerja koperasi. Hal ini memberikan gambaran bahwa 

para pengurus belum tahu bagaimana yang seharusnya dilakukan sebagai seorang 

pengurus koperasi dalam mengukur kinerja koperasi. Sedangkan mengenai 

bagaimana penilaian koperasi dengan 3 sehat, rata-rata pengurus telah mengetahui 

dengan baik. Penilaian kinerja koperasi 3 sehat merupakan penilaian bahwa 

koperasi tersebut harus sehat mental, sehat usaha dan sehat organisasi. Hal ini 

disebabkan karena rendahnya pengetahuan pengurus yang disebabkan jarang 

membaca atau mendapat literatur mengenai aturan pengukuran kinerja koperasi. 

Selaku induk dari koperasi, Dinas Koperasi tidak pernah memberikan sosialisasi 

mengenai aturan pengukuran kinerja, baik melalui pendidikan dan pelatihan 

maupun memberikan sarana penunjang berupa literatur -literatur yang dapat 

dimanfaatkan oleh pengurus untuk menambah pengetahuan di dalam melakukan 

pengukuran kinerja koperasi secara baik dan tepat. 

4.2.1.2 Pendidikan dan motivasi pengurus tentang pengukuran kinerja 

koperasi 

Hasil penelitian tentang pendidikan dan motivasi pengurus tentang 

pengukuran kinerja koperasi di KPRI di Kabupaten Blora diperoleh hasil rata-rata 

cukup baik. Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu sarana untuk 

memahami bagaimana cara pengukuran kinerja koperasi dapat dilakukan. 

Kurangnya tingkat pendidikan dan motivasi tersebut karena Dinas Koperasi tidak 

pernah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pengurus KPRI mengenai 

aturan pengukuran kinerja. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan 

pegawai dari Dinas Koperasi tentang koperasi, karena banyak pegawai dari Dinas 
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Koperasi yang bukan merupakan orang-orang yang berkompeten dalam koperasi 

tetapi mutasi dari dinas-dinas yang lain, sehingga Dinas Koperasi belum mampu 

memberikan pendidikan dan pelatihan. Rendahnya motivasi pengurus tersebut 

disebabkan kebanyakan pengurus KPRI sibuk dengan pekerjaannya sebagai 

Pegawai Negeri Sipil sehingga kurang memperhatikan pekerjaannya sebagai 

pengurus koperasi. Selain itu rendahnya motivasi juga dipengaruhi faktor 

intrinsik, yaitu faktor dari dalam diri pengurus yang belum tumbuh untuk 

mengembangkan koperasinya. Karena para pengurus koperasi merupakan orang-

orang yang sudah memiliki pekerjaan, sehingga dalam kepengurusan sebuah 

koperasi kurang memiliki motivasi yang tinggi untuk mengurus koperasi dengan 

baik. 

4.2.1.3 Pemahaman pengurus terhadap aturan pengukuran kinerja dari 

Departemen Koperasi 

Hasil penelitian tentang pemahaman pengurus terhadap aturan 

pengukuran kinerja diperoleh hasil bahwa pengurus KPRI di Kabupaten Blora 

pada umumnya tidak memahami aturan pengukuran kinerja koperasi dari dinas 

koperasi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan pengurus KPRI 

terhadap aturan pengukuran kinerja koperasi, pengurus malas untuk membaca 

buku-buku literatur pengukuran kinerja koperasi, pengurus kurang giat dalam 

mencari informasi yang berhubungan dengan koperasi karena kesibukan dengan 

pekerjaan yang lain dan motivasi pengurus yang rendah. Selain itu kurangnya 

sosialisasi dari Dinas Koperasi yang berupa pendidikan dan pelatihan juga 

menjadi penyebab kurangnya pemahaman pengurus koperasi terhadap pengukuran 

kinerja koperasi.  
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Dari ketiga indikator diatas, dapat diketahui alasan KPRI Kabupaten 

Blora hanya menggunakan rasio rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas dalam 

mengukur kinerjanya, antara lain karena tingkat pengetahuan pengurus yang 

rendah yang disebabkan pengurus tidak pernah membaca aturan pengukuran 

kinerja, sehingga pemahaman pengurus terhadap aturan pengukuran kinerja 

koperasi rendah, selain itu Dinas Koperasi juga tidak pernah melakukan sosialisasi 

aturan pengukuran kinerja koperasi. 

4.2.2 Peran serta pemerintah daerah untuk pengukuran kinerja koperasi 

dalam rangka pembinaan KPRI di Kabupaten Blora dengan 

indikator-indikator sebagai berikut : 

4.2.2.1  Peninjauan langsung dari Dinas Koperasi untuk Sosialisasi Aturan 

Pengukuran Kinerja Koperasi 

Hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Dinas Koperasi tidak pernah 

melakukan sosialisasi secara berkala dan teratur mengenai aturan pengukuran 

kinerja koperasi kepada pengurus KPRI di Kabupaten Blora. Hal ini disebabkan 

Dinas Koperasi tidak pernah melakukan/memberikan sosialisasi secara langsung 

ke masing-masing KPRI tentang pengukuran kinerja koperasi, baik dalam bentuk 

pendidikan dan pelatihan maupun pemberian literatur yang bisa dimanfaatkan 

oleh pengurus koperasi. Selain itu mutasi pegawai atau penempatan pada Dinas 

Koperasi  yang tidak tepat dalam arti bukan orang yang memahami dan juga orang 

yang tidak berpengalaman, serta latar belakang pendidikan yang tidak tepat 

dengan koperasi.  
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4.2.2.2  Sosialisasi Pengukuran Kinerja Dinas Koperasi 

Dinas Koperasi belum mensosialisasikan aturan pengukuran kinerja 

koperasi kepada pengurus KPRI Kabupaten Blora. Bentuk sosialisasi oleh Dinas 

Koperasi hanya mensosialisasikan aturan kinerja 3 sehat (sudah merupakan 

sosialisasi dari Dinas yang terdahulu), tetapi untuk aturan pengukuran kinerja 

yang sesuai dengan Kep. Men. No. 06/Per/M. KUKM/III/2008 mengenai 

Pedoman Pemeringkatan Koperasi belum pernah disosialisasikan sacara berkala 

dan teratur, seperti telah disebutkan di atas bahwa Dinas Koperasi tidak pernah 

melakukan/memberikan sosialisasi secara langsung ke masing-masing KPRI 

tentang pengukuran kinerja koperasi, baik dalam bentuk pendidikan dan pelatihan 

maupun pemberian literatur yang bisa dimanfaatkan oleh pengurus koperasi. Hal 

ini disebabkan karena mutasi pegawai atau penempatan pada Dinas Koperasi tidak 

tepat dalam artian bukan orang yang menguasai dan juga berpengalaman, 

sehingga pegawai dari Dinas Koperasi yang kurang memahami tentang 

perkoperasian. 

4.2.2.3  Pendidikan dan Pelatihan tentang Pengukuran Kinerja Koperasi 

dari Dinas Koperasi 

Pendidikan dan pelatihan tentang pengukuran kinerja koperasi belum 

dilaksanakan secara berkala dan teratur oleh Dinas Koperasi kepada pengurus 

KPRI Kabupaten Blora. Hal ini disebabkan banyak pegawai dari Dinas Koperasi 

yang mengalami perubahan atau mutasi dari dinas-dinas lain, sehingga mereka 

kurang memahami ideologi koperasi. Kurangnya pemahaman tentang koperasi ini 

yang menyebabkan Dinas Koperasi tidak dapat memberikan pendidikan dan 

pelatihan tentang aturan pengukuran kinerja koperasi. 
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Dari ketiga faktor diatas menunjukkan bahwa Dinas Koperasi tidak 

mensosialisasikan aturan pengukuran kinerja koperasi kepada pengurus KPRI di 

Kabupaten Blora dengan melaksanakan pendidikan dan memberikan pelatihan 

kepada pengurus KPRI di Kabupaten Blora tentang pengukuran kinerja koperasi 

secara berkala dan teratur. Hal ini disebabkan karena mutasi pegawai yang tidak 

tepat dan latar belakang pendidikan pegawai yang tidak tepat dengan koperasi 

sehingga tidak dapat memajukan koperasi. 

4.2.3 Kinerja KPRI di Kabupaten Blora berdasarkan Keputusan menteri 

No. 06/Per/M. KUKM/III/2008 mengenai Pedoman Pemeringkatan 

Koperasi. 

Hasil penelitian tentang kinerja KPRI se-Kabupaten Blora berdasarkan 

Keputusan Menteri No. 06/Per/M. KUKM/III/2008 mengenai Pedoman 

Pemeringkatan Koperasi termasuk ke dalam kriteria berkualitas. Berikut ini akan 

dibahas mengenai ke-enam komponen penilaian kinerja dan sub komponen yang 

meliputi : 

4.2.3.1  Koperasi Sebagai Badan Usaha 

1) Penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus/ Pengawas 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui seluruh KPRI Kabupaten Blora 

telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebelum bulan Maret. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi telah melaksanakan RAT sesuai 

tepat pada waktunya. Karena penyelenggaraan RAT sesuai dengan aturan yang 

ada diselenggarakan maksimal pada bulan Maret setelah tutup buku.  
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2) Manajemen pengawasan 

Pemeriksaan dalam KPRI ini biasanya dilaksanakan secara intern maupun 

ekstern. Dan hasil perhitungan diketahui bahwa sebesar 40 KPRI telah ada 

pemeriksaan oleh Pengawas dan terdapat laporan tertulis. Pemeriksaan yang 

sudah berjalan secara rutin dan intensif hanya sebatas pemeriksaan intern. 

Sedangkan untuk pemeriksaan secara ekstern yang dilakukan oleh auditor 

independen belum dilaksanakan, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman 

dari pengurus yang tidak pernah memperoleh pengetahuan yang diberikan oleh 

Dinas Koperasi, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi 

kepada KPRI di Kabupaten Blora. 

3) Keberadaan dan tingkat realisasi Rencana Kerja (RK) serta RAPB koperasi 

Dari hasil perhitungan deskriptif diketahui bahwa 36 KPRI telah memiliki 

Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi 

(RAPB) telah disyahkan dan dilaksanakan sepenuhnya dalam rapat anggota 

dengan tingkat realisasinya lebih dari 80%. Sedangkan yang telah memiliki 

rencana Kerja (RK) dan rencana Anggaran pendapatan (RAPB) koperasi dan 

disyahkan oleh Rapat Anggota dengan tingkat realisasi antara 61% - 80% 

sebanyak 4 koperasi. Hal tersebut sudah sesuai dengan anggaran dasar KPRI yang 

ditetapkan pada saat rapat anggota tahunan bahwa RAPB dan RK harus disyahkan 

dan dilaksanakan sepenuhnya, namun Rencana Kerja dan RAPB hanya disusun 

sebagai rutinitas saja dan monoton belum mempunyai rencana strategik yang 

benar-benar bisa dilaksanakan oleh pengurus maupun anggota koperasi.   
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4) Kondisi operasional kegiatan/usaha yang dilakukan 

Hasil perhitungan diketahui bahwa jumlah KPRI yang kondisi operasional 

kegiatan/usaha yang dilakukan dengan rasio lebih dari 80% dari jumlah jenis 

usaha yang dimilikinya sebanyak 40 KPRI. Hal ini memberikan gambaran bahwa 

KPRI Kabupaten Blora rata-rata usaha yang dilakukan masih sama dengan 

koperasi-koperasi lainnya, sehingga jenis usaha yang dilakukan belum dapat 

berkembang dengan baik. 

5) Kinerja kepengurusan 

Hasil perhitungan diketahui bahwa jumlah KPRI dengan kinerja pengurus 

yang memperoleh skor antara 295 – 350 sebanyak 30 KPRI, dan yang 

memperoleh skor antara 239 – 294 sebanyak 10 KPRI. Hal ini memberikan 

gambaran bahwa para pengurus koperasi dapat menjalankan tugasnya sesuai 

dengan kewajibannya. Hal ini terbukti bahwa rata-rata pengurus memperoleh 

kepercayaan dari para anggota dalam mengurus koperasi. Para anggota 

memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pengurus untuk mengelola koperasi 

dengan sebaik-baiknya. 

6) Tertib administrasi 

Hasil perhitungan diperoleh hasil bahwa sebanyak 36 KPRI memperoleh 

skor antara 17 – 22 dengan kriteria sangat baik, sedangkan masih ada 4 KPRI 

dengan skor 13 – 16 dengan kriteria baik. Hal ini memberikan gambaran bahwa 

para pengelola koperasi telah melaksanakan tertib administrasi, semua penerimaan 

dan pemasukan yang berhubungan dengan koperasi selalu tercatat dengan baik. 

Administrasi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya secara tertib dan teratur. 
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7) Keberadaan sistem informasi 

Hasil perhitungan dikatahui bahwa jumlah KPRI yang memiliki sistem 

informasi dan sudah seluruhnya diaplikasikan sebanyak 33 KPRI, sedangkan 

masih  terdapat 7 KPRI yang memiliki sistem informasi dan sudah sebagian yang 

diaplikasikannya. Hal ini memberikan gambaran bahwa sistem informasi yang 

sangat dibutuhkan baik oleh pihak intern maupun ekstern koperasi telah 

diaplikasikasi secara menyeluruh. Sehingga ketika para anggota akan 

membutuhkan suatu informasi tentang koperasi, para anggota akan mudah 

memperolehnya. 

8) Kemudahan untuk mendapatkan informasi 

Hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 37 KPRI di Kabupaten Blora 

sudah dengan mudah dapat memperoleh informasi tentang koperasi. 

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat ini telah diikuti oleh 

KPRI Kabupaten Blora, hal ini terbukti bahwa sebagian besar KPRI telah dapat 

mengaplikasikan teknologi informasi dalam kegiatan sehari-harinya, sehingga 

semua komponen koperasi akan mudah untuk mengakses infomasi tersebut. 

4.2.3.2  Aspek Kinerja Usaha yang Semakin Sehat 

1) Struktur permodalan 

Hasil perhitungan diketahui bahwa jumlah KPRI yang telah memiliki 

struktur modal dengan rasio <20% atau >1250% atau dengan kriteria jelek 

sebanyak 17 KPRI, sedangkan yang memiliki rasio 40% - 60% atau dengan 

kriteria ideal hanya 10 KPRI. Hal ini memberikan gambaran bahwa struktur 

modal yang dimiliki oleh sebagian KPRI belum dapat dikatakan ideal. Hal ini 

dikarenakan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang terdapat dalam 
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struktur modal koperasi masih sangat rendah dibandingkan dengan jenis tabungan 

dari anggota (simpanan sukarela) sehingga menjadikan struktur modal koperasi 

termasuk dalam kriteria jelek. 

2) Likuiditas 

Dalam perhitungan deskriptif persentase diketahui bahwa sebagian besar 

atau 87,5% KPRI di Kabupaten Blora memiliki likuiditas sangat tidak ideal 

kurang dari 100% atau lebih dari 200%. Hal tersebut menunjukkan bahwa KPRI 

di Kabupaten Blora tidak likuid karena tidak bisa memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya dan tidak memenuhi standar kemampuan yang berlaku yaitu 125%. 

Hal ini disebabkan biaya yang tidak berguna lebih besar pemakaiannya sehingga 

melebihi aktiva lancar. 

3) Solvabilitas 

Hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 36 KPRI di Kabupaten Blora 

menunjukkan tidak solvabel dan tidak memenuhi standar ketentuan yang berlaku 

yaitu sebesar 110%.  Hal ini disebabkan adanya kredit mancet sehingga putaran 

kas kecil dan selanjutnya berpengaruh pada aktiva yang juga menjadi lebih kecil 

dari seluruh hutangnya sehingga koperasi belum mampu untuk memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya. Selain itu, menurunnya volume penjualan karena 

banyaknya persediaan juga menjadi alasan mengapa koperasi belum solvabel 

dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Volume penjualan yang menurun 

mempengaruhi laba yang diperoleh juga menurun. Laba merupakan sumber kas 

yang paling dapat diandalkan untuk pembayaran bunga dan pokok hutang jangka 

panjang. 
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4) Profitabilitas 

Hasil perhitungan deskriptif persentase menunjukkan bahwa sebesar 35% 

atau 14 KPRI memiliki profitabilitas yang kurang baik, sebanyak 12 KPRI atau 

30% memiliki profitabilitas yang termasuk dalam kategori cukup baik, dan <4% 

atau 5 koperasi dalam kriteria buruk.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa koperasi 

belum optimal dalam mencapai laba usaha yang diperolehnya atau belum 

sebanding dengan pendapatan bruto yang diperolehnya. Hal ini disebabkan oleh 

kurangnya efisiensi baik dalam hal administrasi, pemasaran, pendanaan, 

penentuan harga, maupun manajemen pajak. 

5) Aktivitas (rasio perputaran piutang) 

Hasil perhitungan diperoleh hasil bahwa sebanyak 28 KPRI atau 70,00% 

dengan ratio perputaran piutang termasuk kategori tidak efektif. Hanya ada 3 

KPRI atau 7,5% yang memiliki rasio perputaran piutang yang sangat efektif. Hal 

ini dikarenakan masih adanya kredit macet yang ada didalam koperasi sehingga 

perputaran piutang menjadi semakin lama. Dapat pula disebahkan oleh banyaknya 

penjualan yang dilakukan dengan piutang sehingga piutang akan semakin tinggi 

sehingga akan lebih besar tingkat resiko piutang tidak tertagih. 

6) Kemampuan bersaing koperasi 

Hasil penelitian diperoleh hasil bahwa sebagian besar KPRI  yaitu 

sebanyak 29 KPRI atau 72,5% memiliki kemampuan bersaing dengan koperasi 

lain yang tinggi, bahkan terdapat 7 KPRI atau 17,5% yang memiliki kemampuan 

bersaing yang sangat tinggi. Hal ini memberikan gambaran bahwa produk-produk 

yang dijual oleh koperasi merupakan kebutuhan pokok dan dengan harga yang 

lebih rendah dibandingkan dengan harga pasaran sehingga kemampuan bersaing 

koperasi akan semakin tinggi. 
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7) Strategi bersaing koperasi 

Hasil perhitungan diperoleh hasil bahwa sebanyak 31 KPRI atau 77,5%  

memiliki strategi bersaing dengan koperasi lainnya dengan baik. Sedangkan 

sebanyak 8 KPRI atau 20,0% memiliki kemampuan strategi bersaing dengan 

cukup. Hal ini memberikan gambaran bahwa KPRI di Kabupaten Blora dalam 

menerapkan strategi bersaing dapat dilaksanakan dengan baik. Karena saat ini 

dengan banyaknya francise yang sampai ke pelosok memberikan dampak daya 

saing koperasi menjadi berkurang.  

8) Inovasi yang dilakukan 

Hasil penelitian diperoleh hasil bahwa sebanyak 39 KPRI atau 97,5% 

tidak ada produk/jasa baru dalam setahun terakhir ini. Hal ini disebabkan oleh 

produk/jasa yang dijalankan oleh para pengurus koperasi yang melanjutkan jenis 

usaha-usaha yang selama ini dilaksanakan. Inovasi-inovasi yang sifatnya baru 

belum dilakukan. Hal ini dapat pula disebabkan oleh keterbatasan pengurus dalam 

mengelola koperasi sehingga kurang memunculkan ide baru. 

4.2.3.3 Aspek Kohesitas dan Partisipasi Anggota 

1) Rasio transaksi anggota (partisipasi bruto) dibandingkan non-anggota pada 

koperasi 

Hasil perhitungan diperoleh bahwa rasio perbandinga partisipasi anggota 

dibandingkan dengan non-anggota sebanyak 16 KPRI atau 40,00% dengan rasio 

antara 201% - 300%. Dan sebanyak 10 KPRI atau 25% dengan  rasio antara 301% 

- 400%. Hal ini memberikan gambaran bahwa anggota koperasi selalu 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi dengan cara selalu aktif 
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melakukan transaksi di koperasi. Hal ini dapat pula dikatakan bahwa koperasi 

dengan moto dari, untuk, dan oleh anggota dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. 

Kesejahteraan anggota selalu diutamakan disamping itu memberikan bantuan 

kepada masyarakat luas. 

2) Rasio besaran SHU terhadap transaksi usaha anggota 

Hasil penelitian diperoleh hasil bahwa besarnya rasio SHU terhadap 

transaksi usaha anggota sebagian besar kurang dari 5%. Hal ini diperoleh dari 40 

KPRI yang kurang dari 5% rasio besarnya SHU terhadap transaksi usaha anggota 

sebanyak 30 KPRI atau 75%. Hal  ini memberikan gambaran bahwa KPRI belum 

dapat memberikan rasio SHU yang lebih besar terhadap anggotanya.  

3) Rasio peningkatan jumlah anggota 

Dari perhitungan deskriptif persentase diketahui bahwa sebagian besar 

KPRI di Kabupaten Blora tidak mengalami peningkatan jumlah anggotanya. Hal 

ini ditunjukkan dengan hasil bahwa 60% KPRI tidak mengalami peningkatan 

jumlah anggota, karena adanya informasi dari anggota lama yang menyatakan 

bahwa koperasi dirasa kurang begitu menguntungkan dalam memberikan manfaat 

dan mereka merasa tidak tertarik karena belum mempunyai kepentingan dalam 

berkoperasi (hasil wawancara dengan anggota). Selain itu tidak adanya motivasi 

untuk masuk menjadi anggota baru karena pada umumnya pegawai baru atau 

ganerasi muda kurang memahami ideologi koperasi. Hal lain yang menyebabkan 

kurang meningkatnya jumlah anggota adalah koperasi tidak pernah melakukan 

sosialisasi mengenai arti penting koperasi kepada calon-calon anggota baru. 
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4) Persentase jumlah anggota yang melunasi simpanan wajib 

Berdasarkan perhitungan data penelitian, menunjukkan bahwa seluruh 

sampel yang berjumlah 40 KPRI, pelunasan simpanan wajib anggota mencapai 

100%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa persentase pelunasan simpanan 

wajib anggota yang diterima koperasi sesuai AD/ART koperasi yang di kabupaten 

Blora sudah sangat baik, karena jumlah simpanan wajib yang telah dibayar sesuai 

dengan waktu yang ditentukan dan sesuai dengan jumlah simpanan wajib yang 

sebenarnya harus dilunasi. Simpanan wajib merupakan modal koperasi yang akan 

digunakan untuk kepentingan operasional usaha koperasi. 

5) Persentase besaran simpanan selain simpanan pokok dan simpanan wajib 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa jumlah anggota KPRI Kabupaten 

Blora mengalami peningkatan yang baik dalam hal simpanan non-wajib dan 

pokok (simpanan sukarela), Hal ini terbukti bahwa sebanyak 40 KPRI dapat 

meningkatkan simpanan selain simpanan pokok dan simpanan wajib.  

6) Rasio peningkatan jumlah penyertaan modal anggota kepada koperasi 

Hasil penelitian diperoleh hasil bahwa sebanyak 36 KPRI atau 90,00% 

dapat meningkatkan penyertaan modal dari anggota lebih dari 3% setiap tahunnya. 

Hal ini memberikan gambaran bahwa koperasi telah memperoleh kepercayaan 

dari anggotanya dengan cara selalu aktif melakukan simpanan pokok dan 

simpanan wajib serta melakukan penyertaan modal dalam bentuk simpanan. 
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7) Tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota 

Hasil penelitian diperoleh bahwa seluruh KPRI yaitu sebanyak KPRI di 

Kabupaten Blora telah dapat memberikan manfaat yang baik kepada anggotanya. 

Karena sebanyak 40 KPRI dengan tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi oleh 

anggota lebih dari 85%. Hal ini memberikan gambaran bahwa koperasi benar-

benar dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. 

8) Pola pengkaderan 

Hasil penelitian diperoleh bahwa sistem pengkaderan yang dilakukan oleh 

KPRI kabupaten Blora, sebanyak 23 KPRI atau 57% melakukan pengkaderan 

walaupun tidak ada informasi berapa jumlah kader yang menjadi pengurus. 

Namun dengan sistem kepengurusan koperasi yang dipilih saat RAT maka 

kesempatan setiap anggota untuk menjadi pengurus semakin besar. 

4.2.3.4 Aspek Orientasi kepada Pelayanan Anggota 

1) Model pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

Hasil penelitian diperoleh hasil bahwa sebanyak 28 KPRI atau 70% 

dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertuang dalam program dan 

dilaksanakan sepenuhnya. Penilaian terhadap sub komponen Pendidikan dan 

pelatihan bagi pengelola koperasi meliputi ada tidaknya program tersebut dan ada 

tidaknya kesempatan mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas 

koperasi. Dari hasil penilaian KPRI Kabupaten Blora menunjukkan bahwa 70% 

KPRI memiliki program pendidikan dan pelatihan yang tertuang dalam program 

dan dilaksanakan. Alasan KPRI di Kabupaten Blora yang belum sepenuhnya 

melaksanakan program pendidikan dan pelatihan bagi pengelola dan pengurus 

karena tidak tersedianya dana khusus untuk pendidikan dan pelatihan, 
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menurunnya SHU yang mempengaruhi tersedianya dana untuk pendidikan dan 

pelatihan, dan pengelola sebagian sudah memenuhi standar kemampuan 

pengelolaan yang baik. Macam-macam pelatihan yang dilaksanakan adalah 

latihan dasar, latihan kepemimpinan, latihan manajemen keuangan, latihan 

perencanaan dalam koperasi, dan latihan kewirausahaan. Selain itu faktor belum 

intensifnya Dinas Koperasi dalam memberikan pendidikan dan pelatihan juga 

mempengaruhi KPRI belum melaksanakan program pendidikan dan pelatihan 

bagi pengelola koperasi. 

2) Rasio anggota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 

Hasil perhitungan dengan deskriptif persentase menunjukkan bahwa 

sebagian besar atau 57,5% koperasi di kabupaten Blora yang pendidikan dan 

pelatihannya tertuang dalam program dan baru dapat dilaksanakan dengan rasio 

antara 20% - 39% anggota yang termasuk dalam kriteria rendah. Hal ini 

disebabkan oleh banyaknya anggota koperasi dan tersedianya data yang terbatas 

untuk mengadakan pelatihan dan pendidikan perkoperasian kepada semua 

anggota. Diketahui pula dari hasil penelitian bahwa pendidikan dan pelatihan bagi 

anggota memiliki materi yaitu pengetahuan dasar, kemampuan teknis dan 

kemampuan kewirausahaan diantaranya meliputi penilaian kinerja koperasi.  

3) Keterkaitan antara usaha koperasi dengan usaha/kegiatan anggota 

Hasil penelitian diperoleh hasil bahwa sebanyak 33 KPRI atau 82,5% 

memiliki keterkaitan antara usaha koperasi yang dijalankan dengan kegiatan 

anggota. Keterkaitan jenis usaha ini dapat berbagai macam bentuknya, karena 

jenis usaha koperasi tidak hanya dalam satu jenis usaha maka koperasi akan selalu 

berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan anggotanya. 
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4) Transaksi usaha koperasi dengan usaha/kegiatan anggota 

Hasil penelitian diperoleh hasil bahwa sebanyak 33 KPRI atau 82,5%  

transaksi usaha koperasi denga usaha /kegiatan anggota antara 21% - 40%. Hal ini 

dapat disebabkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh anggota koperasi secara 

menyeluruh menyatu dengan kegiatan koperasi. Koperasi akan selalu memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan anggotanya, karena koperasi merupakan usaha untuk 

kesejahteraan anggota. 

5) Tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan yang diberikan koperasi 

Hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa sebanyak 40 KPRI 

atau 100% telah dapat meningkatkan kepuasan anggotanya. Hal ini memberikan 

gambaran bahwa pelayanan yang diberikan oleh pegawai KPRI dapat memuaskan 

anggotanya, karena secara keseluruhan tingkat kepuasan anggota lebih dari 5%.  

4.2.3.5  Pelayanan terhadap masyarakat, dengan substansi penilaian: 

1) Pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati masyarakat non-anggota 

Hasil penelitian diperoleh hasil bahwa sebanyak 18 KPRI atau 45,0% juga 

memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar atau non-anggota dengan 

persentase antara 5% - 10%. Hal ini memberikan gambaran bahwa koperasi 

disamping melayani anggota dapat pula melayani masyarakat non-anggota 

meskipun rasionya sangat rendah. 

2) Persentase besaran dana yang disisihkan untuk pelayanan sosial yang dapat 

dinikmati masyarakat 

Hasil  penelitian diperoleh hasil bahwa sebanyak 24 KPRI atau 60,00% 

telah menyisihkan sisa hasil usahanya untuk kepentingan sosial.  Dana sosial yang 

disisihkan tersebut diputuskan dalam Rapat Anggota Tahunan untuk kegiatan 

sosial. Kepedulian sosial koperasi merupakan bukti nyata koperasi dapat melayani 

kegiatan sosial masyatakat. 



92 
 

 
 

3) Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi bisnis yang disebarkan 

oleh koperasi 

Hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat sebaran informasi yang 

disebarkan mencapai lebih dari 80%. Hal ini terbukti bahwa sebanyak 31 KPRI 

atau 77,5% telah menyebarkan informasi koperasi kepada lebih dari 80% 

anggotanya. Kemudahan dalam mengakses informasi tersebut memberikan 

peluang kepada semua anggota untuk melakukan pengawasan terhadap 

berjalannya roda koperasi. 

4) Tanggapan Masyarakat sekitar terhadap keberadaan koperasi 

Hasil penelitian diperoleh bahwa sebanyak 30 KPRI atau 75,00% 

memperoleh tanggapan yang baik dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh 

keberadaan koperasi disamping untuk mencukupi kebutuhan anggota, masyarakat 

pula dapat menikmati layanan koperasi yang diberikan, sehingga sebagian besar 

KPRI  memperoleh tanggapan yang baik didalam masyarakat. 

4.2.3.6  Kontribusi Koperasi terhadap Pembangunan Daerah 

1) Ketaatan koperasi dalam pembayaran pajak 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 40 KPRI telah membayar 

kewajiban pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dari hasil tersebut 

menunjukkan bahwa seluruh KPRI yang ada telah memenuhi kewajiban dan taat 

pada aturan pemerintah dalam pembayaran pajak kepada negara. 
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2) Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja koperasi 

Penilaian sub komponen ini dilihat dari kemampuan koperasi dalam 

menyerap tenaga kerja. Hasil penilaiannya menunjukkan bahwa sebagian besar 

KPRI hanya mampu menyerap tenaga kerja kurang dari 5 orang antara 0,1% - 

4,9%, sedangkan lainnya sebanyak 35 KPRI atau 87,5% tidak ada pertumbuhan 

penyerapan tenaga kerja Hal ini disebabkan karena permodalan yang kecil dan 

usahanya yang kecil sehingga koperasi tidak berani memakai tenaga kerja yang 

banyak karena akan menyebabkan pembengkakan biaya. 

4) Tingkat upah karyawan 

Penilaian sub komponen tingkat upah dilihat dari kemampuan koperasi 

dalam membayar upah karyawannya sesuai dengan UMR yang berlaku. Hasil 

penelitian diperoleh bahwa sebanyak 24 KPRI atau 60,00% belum dapat 

memberikan upah sesuai dengan UMR yang berlaku. Hal ini disebabkan 

kemampuan koperasi  yang termasuk dalam usaha kecil sehingga belum mampu 

memberikan gaji kepada karyawan sesuai dengan UMR yang berlaku di 

Kabupatena Blora. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut : 

1. Persepsi pengurus terhadap pengukuran kinerja koperasi rata-rata termasuk 

dalam kriteria cukup baik. Hal ini terlihat pada persentase jawaban pengurus 

tentang pengetahuan pengurus terhadap pengukuran kinerja koperasi rata-rata 

sebesar 56,92%; pendidikan dan motivasi pengurus terhadap pegukuran 

kinerja koperasi 55,13%; dan pemahaman pengurus terhadap aturan 

pengukuran kinerja koperasi 63,88%. 

2. Peran serta Dinas Koperasi dalam mensosialisasikan aturan pengukuran 

kinerja koperasi kepada pengurus koperasi termasuk dalam kriteria kurang 

baik. Hal ini terlihat pada persentase jawaban pengurus tentang sosialisasi 

aturan pengukuran kinerja koperasi rata-rata sebesar 46,50%; peninjauan 

langsung dari Dinas koperasi untuk sosialisasi aturan pengukuran kinerja 

koperasi 44,30%; serta pendidikan dan pelatihan pengukuran kinerja koperasi 

45,40%.  

3. Pengukuran Kinerja KPRI Kabupaten Blora apabila diukur dengan Kep. Men. 

Koperasi No. 06/Per/M. KUKM/III/2008 mengenai Pedoman Pemeringkatan 

Koperasi termasuk dalam kriteria berkualitas dengan rata-rata nilai 353, 

namun ada beberapa indikator dari Kep. Men. Koperasi No. 06/Per/M. 

KUKM/III/2008 yang hasilnya kurang baik, yaitu: 
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a. Manajemen pengawasan, seluruh KPRI Kabupaten Blora (100%) 

pelaksanaan pengawasannya hanya dilakukan oleh pengawas koperasi dan 

tidak dilanjutkan oleh pihak eksternal/auditor independen. 

b. Kinerja usaha yang semakin sehat, sebagian besar KPRI Kabupaten Blora 

pada aspek penilaian ini kurang baik yaitu pada indikator struktur 

permodalan, tingkat kesehatan kondisi keuangan, solvabilitas, 

provitabilitas, dan inovasi yang dilakukan. 

c. Rasio peningkatan jumlah anggota, rata-rata anggota KPRI Kabupaten 

Blora (60%) tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. 

d. Tingkat upah karyawan, dalam penilaian indikator ini rata-rata upah 

karyawan KPRI Kabupaten Blora (60%) masih dibawah UMR. 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan terkait dengan hasil dan pembahasan yang 

diperoleh antara lain: 

1. Bagi KPRI 

a. KPRI perlu menyiapkan kader koperasi yang berkompeten untuk 

mengelola koperasi, serta penambahan buku koperasi sebagai literatur. 

b. Kegiatan pengawasan perlu dilakukan dari pihak eksternal untuk 

mencegah terjadinya tindakan penyelewengan, karena secara keseluruhan 

belum ada pengawas atau auditor eksternal dalam melakukan pengawasan 

terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus kepada Rapat Anggota 

Tahunan KPRI. 

c. Para pengurus dan pengelola koperasi sebaiknya lebih meningkatkan 
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kinerja usaha yang semakin sehat dengan indikator struktur permodalan, 

tingkat kesehatan kondisi keuangan, dan inovasi yang dilakukan, karena 

berdasarkan hasil penelitian diketahui indikator tersebut belum sesuai 

standar yang telah ditetapkan. 

2. Bagi Pemerintah 

a. Dinas Koperasi perlu memberikan sosialisasi tentang pengukuran kinerja 

koperasi 

b. Dinas Koperasi perlu mengadakan kegiatan pendidikan/pelatihan kepada 

pengurus KPRI mengenai pengukuran kinerja koperasi, agar para 

pengurus mengetahui dan memahami bagaimana cara pengukuran kinerja 

koperasi yang benar. 
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I. PERSEPSI PENGURUS TERHADAP PENGUKURAN KINERJA 

KOPERASI 

Daftar pertanyaan berikut ini bertujuan untuk mengungkapkan pesepsi pengurus 

tentang pengukuran kinerja koperasi terutama pada KPRI. Bagian ini terdiri dari 3 

komponen, yaitu sebagai berikut: 

I   a. Pengetahuan Pengurus atau Pengawas tentang Pengukuran Kinerja   

Koperasi 

No. Pertanyaan Jawaban 

5 4 3 2 1 

SS S RR TS STS 

1. Kinerja koperasi dapat diukur untuk 
menunjukkan kemampuan pengelolaan 
koperasi 

     

2. Terdapat petunjuk pengukuran kinerja 
koperasi dari Dinas Koperasi 

     

3.  Pengukuran kinerja sesuai Kep. Men & PPK 
RI No. 20/PPK/1997 meliputi Produktivitas, 
Efisiensi, Pertumbuhan, Kemampuan & 
Cooperative Effect 

     

4. Penilaian Kinerja koperasi 3 Sehat (Sehat 
Mental, Sehat Usaha, Sehat Organisasi) 

     

5. Penilaian Kinerja koperasi menurut Kep. 
Men No. 194/KEP/M/IV/1998. Penilaian 
kesehatan Usaha Simpan Pinjam (USP) dan 
Koperasi Simpan Pinjam (KSP), meliputi 
Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva 
Produktif, Manajemen, Rentabilitas, 
Likuiditas 

     

6. Pengukuran kinerja menurut Kep. Men No. 
06 /Per/M. KUKM/III/2008. Pedoman 
pemeringkatan koperasi merupakan 
penilaian kinerja koperasi dengan 
menggunakan standar penilaian dengan 
hasil klasifikasi yang berbeda dengan 5 
peringkat (Sangat Berkualitas, Berkualitas, 
Cukup Berkualitas, Kurang Berkualitas, dan 
Tidak Berkualitas). 
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I  b. Pendidikan dan Motivasi Pengurus tentang Pengukuran Kinerja Koperasi 

No. Pertanyaan Jawaban 

5 4 3 2 1 

Selalu Sering Kadang 

-kadang 

Jarang Tidak 

perna

h 

1. Pernahkah anda dalam mengevaluasi 
Laporan Keuangan KPRI dengan 
mengukur kinerja koperasi menurut 
Kep. Men & PPK RI No. 20 /PPK/1997 
meliputi aspek Produktivitas, Efisiensi, 
Pertumbuhan, Kemampuan & 
Cooperative Effect. 

     

2. Pernahkah anda menilai kinerja koperasi 
dengan penilaian sesuai 3 Sehat (Sehat 
Mental, Sehat Usaha, Sehat Organisasi). 

     

3. Pernahkah anda menilai kinerja koperasi 
dengan penilaian sesuai Kep. Men No. 
194 /KEP/M/IV/1998. Penilaian 
kesehatan Usaha Simpan Pinjam (USP) 
dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 

     

4. Pernahkah anda dalam mengevaluasi 
laporan keuangan KPRI dengan 
mengukur kinerja koperasi menurut 
Kep. Men No. 06/Per/M. 
KUKM/III/2008. Pedoman 
pemeringkatan koperasi merupakan 
penilaian kinerja koperasi dengan 
menggunakan standar penilaian dengan 
hasil klasifikasi yang berbeda dengan 5 
peringkat (Sangat Berkualitas, 
Berkualitas, Cukup Berkualitas, Kurang 
Berkualitas, dan Tidak Berkualitas). 
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I c. Pemahaman Pengurus terhadap Aturan Pengukuran Kinerja Koperasi 

No. Pertanyaan Jawaban 

5 4 3 2 1 

SS S RR TS STS 

1. Pengukuran kinerja koperasi sesuai 
aturan Kep. Men & PPK RI No. 
20/PPK/1997, yaitu pedoman 
pembinaan koperasi meliputi aspek 
Produktivitas, Efisiensi, Pertumbuhan, 
Kemampuan & Cooperative Effect. 

     

2. Penilaian kinerja koperasi 3 Sehat 
(Sehat Mental, Sehat Usaha, Sehat 
Organisasi) merupakan penilaian 
kinerja manajemen koperasi. 

     

3. Penilaian kesehatan Usaha Simpan 
Pinjam (USP) dan Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) menurut Kep. Men No. 
194/KEP/M/IV/1998. Penilaian 
kesehatan USP/KSP, meliputi 
penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva 
Produktif, Manajemen, Rentabilitas, 
Likuiditas. 

     

4. Pedoman pemeringkatan koperasi (Kep. 
Men No. 06/Per/M. KUKM/III/2008) 
merupakan penilaian kinerja koperasi 
dengan menggunakan standar penilaian 
dengan hasil klasifikasi yang berbeda 
dengan 5 peringkat (Sangat Berkualitas, 
Berkualitas, Cukup Berkualitas, Kurang 
Berkualitas, dan Tidak Berkualitas). 
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II. PERSEPSI KPRI ATAS PERAN PEMERINTAH DALAM PENGUKURAN 

KINERJA KOPERASI 

Daftar pertanyaan berikut ini bertujuan untuk mengungkapkan peran serta pemerintah 

oleh Dinas Koperasi dalam pengukuran kinerja koperasi. Bagian ini terdiri dari 3 komponen, 

yaitu sebagai berikut: 

II. a Sosialisasi Aturan Pengukuran Kinerja dari Dinas Koperasi 

No Pertanyaan Jawaban 

5 4 3 2 1 

Selalu Sering Kadang 

-kadang 

Jarang Tidak 

perna

h 

1. Pernahkah Dinas Koperasi memberikan 
sosialisasi aturan pengukuran kinerja 
koperasi sesuai dengan Kep. Men & PPK 
RI No. 20/PPK/1997 yang meliputi: 
Produktivitas, Efisiensi, Pertumbuhan, 
Kemampuan & Cooperative Effect 

     

2. Pernahkah Dinas Koperasi memberikan 
sosialisasi aturan penilaian kinerja 
koperasi berdasarkan penilaian 3 Sehat 
yaitu Sehat Mental, Sehat Usaha, Sehat 
Organisasi. 

     

3. Pernahkah Dinas Koperasi memberikan 
sosialisasi aturan Kep. Men No. 194 
/KEP/M/IV/1998 mengenai penilaian 
kesehatan Usaha Simpan Pinjam (USP) 
dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 

     

4. Pernahkah Dinas Koperasi memberikan 
sosialisasi aturan Kep. Men No. 
06/Per/M. KUKM/III/2008, mengenai 
pedoman pemeringkatan koperasi 
dengan 5 peringkat (Sangat Berkualitas, 
Berkualitas, Cukup Berkualitas, Kurang 
Berkualitas, dan Tidak Berkualitas). 
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II. b Peninjauan Langsung dari Dinas Koperasi untuk Sosialisasi Aturan Pengukuran 

Kinerja 

No Pertanyaan Jawaban 
5 4 3 2 1 

Selalu Sering Kadang 
-kadang 

Jarang Tidak 
perna

h 

1. Pernahkah Dinas Koperasi secara aktif 
mengadakan peninjauan langsung ke 
KPRI dalam rangka pembinaan 

     

2. Pernahkah Dinas Koperasi 
mensosialisasikan pengukuran kinerja 
koperasi menurut Kep. Men & PPK RI 
No. 20/PPK/1997 yang meliputi: 
Produktivitas, Efisiensi, Pertumbuhan, 
Kemampuan & Cooperative Effect 

     

3. Pernahkah Dinas Koperasi melakukan 
pembinaan dengan mensosialisasikan 
penilaian kinerja koperasi berdasarkan 
penilaian 3 Sehat yaitu Sehat Mental, 
Sehat Usaha, Sehat Organisasi. 

     

4. Pernahkah Dinas Koperasi melakukan 
pembinaan dengan mensosialisasikan 
penilaian kinerja koperasi menurut  
Kep. Men No. 194 /KEP/M/IV/1998 
mengenai penilaian kesehatan Usaha 
Simpan Pinjam (USP) dan Koperasi 
Simpan Pinjam (KSP) 

     

5. Pernahkah Dinas Koperasi melakukan 
pembinaan dengan mensosialisasikan 
pengukuran kinerja koperasi menurut 
Kep. Men No. 06/Per/M. 
KUKM/III/2008, mengenai pedoman 
pemeringkatan koperasi dengan 5 
peringkat (Sangat Berkualitas, 
Berkualitas, Cukup Berkualitas, Kurang 
Berkualitas, dan Tidak Berkualitas). 
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II. c Pendidikan dan Pelatihan Pengukuran Kinerja Koperasi oleh Dinas Koperasi 

No Pertanyaan Jawaban 

5 4 3 2 1 

Selalu Sering Kadang 

-kadang 

Jarang Tidak  

pernah 

1. Pernahkah Dinas Koperasi memberikan 
pendidikan/pelatihan secara berkala 
dan teratur pada KPRI 

     

2. Dalam pendidikan/pelatihan, Dinas 
Koperasi telah memberikan arahan dan 
penjelasan tentang aturan pengukuran 
kinerja koperasi menurut Kep. Men & 
PPK RI No. 20/PPK/1997 yang meliputi: 
Produktivitas, Efisiensi, Pertumbuhan, 
Kemampuan & Cooperative Effect 

     

3. Dalam pendidikan/pelatihan, Dinas 
Koperasi telah memberikan arahan dan 
penjelasan tentang penilaian 3 Sehat 
yaitu Sehat Mental, Sehat Usaha, Sehat 
Organisasi. 

     

4. Dalam pendidikan/pelatihan, Dinas 
Koperasi telah memberikan arahan dan 
penjelasan menurut  Kep. Men No. 
194/KEP/M/IV/1998 mengenai 
penilaian kesehatan Usaha Simpan 
Pinjam (USP) dan Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP), meliputi penilaian 
Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, 
Manajemen, Rentabilitas, Likuiditas. 

     

5. Dalam pendidikan/pelatihan, Dinas 
Koperasi telah memberikan arahan dan 
penjelasan tentang aturan Kep. Men 
No. 06/Per/M. KUKM/III/2008, 
mengenai pedoman pemeringkatan 
koperasi dengan 5 peringkat (Sangat 
Berkualitas, Berkualitas, Cukup 
Berkualitas, Kurang Berkualitas, dan 
Tidak Berkualitas). 

     

IDENTITAS KOPERASI 
 

Nama Koperasi   
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Nomor Badan Hukum  

Alamat Kantor/Usaha 
 
 
 

Jenis Koperasi  

Jumlah Pengurus ..........orang,  
Laki-laki =........... orang, Perempuan = ..........  orang 

Bidang Usaha 

1. 
2.  
3.  
4.  
5. 

Prestasi Yang Pernah 
Diperoleh (termasuk 
Peringkat/Akreditasi) 

1. 
2.  
3.  
4.  
5.  
6. 

Tanggal Penggalian 
Data  

Penyelia  
 

Variabel  #1 : BADAN USAHA AKTIF 

01. Penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus/Pengawas dalam satu tahun buku 
sesuai ketentuan dan kebutuhan 
 
 Frekuensi pelaksanaan Rapat Anggota                    = ................... kali 
 (dimintakan copy Notulen/Daftar Hadir Rapat Anggota) 

 Frekuensi pelaksanaan Rapat Pengurus                   = ................... kali 
 (dimintakan copy Notulen/Daftar Hadir Rapat Pengurus) 

 Frekuensi pelaksanaan Rapat Pengawas                  = ................... kali 
 (dimintakan copy Notulen/Daftar Hadir Rapat Pengawas) 

 Frekuensi pelaksanaan Rapat Gabungan Pengurus dan Pengawas = ................... kali  
 (dimintakan copy Notulen/Daftar Hadir Rapat Gabungan) 
 
RAT tahun buku dilaksanakan pada (tanggal/bulan/tahun)        = ....../....../............ 
 Dalam penyelenggaraan RAT, apakah memenuhi quorum? 

 ya (dimintakan copy Notulen/Daftar Hadir Peserta RAT)  
 tidak 
 

02. Manajemen pengawasan  
 Frekuensi pengawasan oleh Pengawas Koperasi ..... 

 bulanan, triwulanan, semesteran   
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 triwulanan, semesteran  
 hanya semesteran 
 bukan ketiganya 
 tidak dilaksanakan 

 Pihak yang melakukan audit koperasi (pengawasan) ..... 

 oleh pengawas (dimintakan copy Laporan Hasil Pengawasan) 
 oleh auditor independen (dimintakan copy Hasil Audit)  
 oleh pengawas dan auditor independen sekaligus 

(dimintakan copy Laporan Hasil Pengawasan dan Hasil Audit) 
 Bagaimana hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen?  

 wajar tanpa syarat (qualified opinion) 
 wajar dengan catatan (unqualified opinion)  
 tanpa pendapat (disclaimer opinion) 
 menolak memberikan opini (adverse opinion) 

 
03. Keberadaan dan tingkat realisasi Rencana Kerja (RK) serta Rencana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja (RAPB) Koperasi 
 

 Keberadaan rencana kerja jangka panjang (lebih dari 3 tahun)? 

 ada   
 tidak ada 

 Keberadaan RK dan RAPB dalam tahun buku? 

 ada, tertulis dengan jelas (dimintakan copy RK dan RAPB)  
 tidak ada 

 Apakah RK dan RAPB dalam tahun buku disahkan oleh Rapat Anggota/ 

 ya, disahkan oleh RA  
 kapan? (mohon disebutkan waktunya) ....................................... 
 tidak, mengapa? (mohon disampaikan alasannya) 

.............................................................................................................  
 Banyaknya item kegiatan dalam RK pada tahun buku  = ... item 
 Banyaknya item kegiatan dalam RK yang direalisasikan = ... item 
Kinerja RAPB dan SHU/laba 

 jumlah rencana anggaran pendapatan tahun buku  
= Rp .......................... 

 jumlah realisasi anggaran pendapatan tahun buku   
= Rp ...........….......... 

 jumlah rencana anggaran belanja tahun buku    
= Rp ...........….......... 

 jumlah realisasi anggaran belanja tahun buku    
= Rp ...........….......... 

 jumlah rencana SHU/laba tahun buku          
= Rp ...........….......... 

 jumlah realisasi SHU/laba tahun buku         
  = Rp ...........….......... 

04. Kondisi operasional kegiatan/usaha yang dilakukan 
 Banyaknya unit usaha yang dimiliki Koperasi                              = ..................unit 
 Banyaknya unit usaha Koperasi yang masih beroperasi/berjalan =...................unit 
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Izin-izin usaha yang dimiliki Koperasi dan masih berlaku (dimintakan copynya) ..... 

 SIUP   
 NPWP 
 SITU 
 Lainnya (sebutkan): ........................................................................................ 

............................................................................................................................ 
 
05. Kinerja kepengurusan  
 

 Uraian tugas Pengurus Koperasi? 

  ada, berjalan (dimintakan copy-nya) 
  ada, tidak berjalan 
  tidak ada 

  
  Mekanisme (aturan main) pengambilan keputusan? 

  ada, berjalan (dimintakan copy contohnya) 
  ada, tidak berjalan 
  tidak ada 

 
 Rencana kerja jangka panjang (cocokkan dengan pertanyaan No.03)? 

  ada, dijalankan  
  ada, tidak berjalan 
 tidak ada 
 

 Prosedur pengambilan keputusan? 

  ada, berjalan 
  ada, tidak berjalan 
  tidak ada 

 
 Kompetensi pengurus dilihat dari pelaksanaan tugas dan kewenangan? 

  ada, berjalan 
  ada, tidak berjalan 
 tidak ada 

 Loyalitas dan dedikasi pengurus? 

  ada, berjalan 
  ada, tidak berjalan 
  tidak ada 

 
 Budaya kerja yang dikembangkan?   

  ada, berjalan 
  ada, tidak berjalan 
  tidak ada 

 
 
06. Tertib administrasi (organisasi, usaha, dan keuangan) 
 

 Tertib administrasi organisasi               
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 Ada, 
dikelola 

Ada, tidak 
dikelola 

Tidak  
ada 

Keberadaan buku Daftar Anggota       
Keberadaan buku Daftar Simpanan Anggota       
Keberadaan buku Daftar Pengurus       
Keberadaan buku Daftar Pengawas       
Keberadaan buku Notulen Rapat Anggota       
Keberadaan buku Notulen Rapat Pengurus       
Keberadaan buku Notulen Rapat Pengawas       
Keberadaan buku Daftar Inventaris Koperasi       

 
 Tertib administrasi usaha  
 
 Keberadaan buku Administrasi Transaksi Usaha Koperasi dengan Anggota? 

 ada, dikerjakan dengan baik 
 ada, tidak dikerjakan dengan baik 
 tidak ada 

 
 Keberadaan buku Administrasi Transaksi Usaha Koperasi dengan non-Anggota? 

 ada, dikerjakan dengan baik 
 ada, tidak dikerjakan dengan baik 
 tidak ada 

 
 Tertib administrasi keuangan  
 
 Penerapan norma Akuntansi Koperasi? 

 ada, diterapkan dengan baik  
 ada, tidak diterapkan dengan baik  
 tidak ada 

 
07. Keberadaan sistem informasi 

 
 Apakah Koperasi memiliki perangkat pencatatan dan pengolahan data yang memungkinkan 

pengguna (anggota, pengurus, pengawas) dapat dengan mudah mencari data yang 
diperlukan?  

 ya  
 tidak 

 
 Apakah sistem tersebut secara keseluruhan sudah diaplikasikan?   

 sudah, seluruhnya 
 sudah, sebagian 
 belum 

 
 

08. Kemudahan untuk mendapatkan (akses) informasi 
 Kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan Koperasi? 
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 Bisa mendapat 
semua informasi 

Bisa mendapat 
informasi 
sebagian 

Tidak bisa 
mendapat 
informasi 

Anggota       
Pembina       
Pihak Ketiga yang mau bermitra       
Masyarakat       

 
Variabel  #2 : KINERJA USAHA YANG SEMAKIN SEHAT 

09. Struktur permodalan 

Uraian Tahun sebelumnya 
(Rp) 

Tahun ini 
(Rp) 

Modal sendiri:   

-   Simpanan pokok   
-   Simpanan wajib   
-   Dana cadangan   
-   Hibah   
-   Modal penyertaan   

Modal pinjaman:   

-   Anggota   
-   Koperasi lainnya dan/atau 

anggotanya   

-   Bank dan lembaga keuangan lainnya   
-   Penerbitan obligasi & surat hutang 

lain   

-   Sumber lain yang sah   
 

10. Tingkat kesehatan kondisi keuangan 
(dimintakan copy Neraca dan Laporan Laba-Rugi 2 tahun terakhir) 

Uraian Tahun sebelumnya 
(Rp) 

Tahun ini 
(Rp) 

Total aktiva   
-   Aktiva lancar   
-   Aktiva tetap   
-   Aktiva lain-lain   
Total passiva   
-   Kewajiban lancar   
-   Kewajiban jangka panjang   
-   Modal sendiri   

Informasi keuangan lainnya ..... 

Uraian Tahun sebelumnya 
(Rp) 

Tahun ini 
(Rp) 

Volume usaha (omset)   
SHU/laba   
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Piutang   
Beban piutang (bad debt)   

 
11. Kemampuan bersaing Koperasi  
 
 Apakah Koperasi berada di tengah persaingan usaha yang rendah (monopolistik)? 

 ya 
 tidak, siapa saja pesaingnya? (sebutkan)..................................... 

   
 Apakah Koperasi memiliki/menyiapkan strategi untuk memperkuat posisi terhadap 

kehadiran badan usaha lain (misalnya: Koperasi lain, pengusaha)? 

 ya, dengan cara apa? (sebutkan)................................................ 
 tidak 
 

 Apakah produk Koperasi (berupa barang dan jasa) tidak memiliki produk pengganti 
(substitusi) yang dihasilkan badan usaha lain (misalnya: Koperasi lain, pengusaha)? 

 ya  
 tidak(sebutkan)................................................................................. 
  

 Apakah Koperasi mempunyai kekuatan tawar yang tinggi atas produk barang dan jasa yang 
dihasilkannya? 

 ya 
 tidak 

 
 Apakah Koperasi mempunyai kekuatan tawar yang tinggi dibanding pemasok lain dalam 

menentukan harga? 

 ya 
 tidak 

 
12. Strategi bersaing Koperasi 
 

Apakah ada sifat keunikan (ciri khas) layanan produk dan jasa yang diberikan Koperasi 
dibandingkan lembaga usaha lainnya? 

a. Ada (sebutkan........................................................................................... 
b. Tidak ada 
 Apakah keunikan produk dan jasa yang dihasilkan Koperasi mudah ditiru oleh lembaga 

usaha lainnya? 
 tidak mudah  
 ada yang mudah, ada yang tidak mudah 
 mudah (kenapa?) ........................................................................... 

 
 Bagaimanakah tingkat harga produksi/pelayanan produk dan jasa yang diberikan Koperasi 

untuk melayani pelanggan dibandingkan dengan harga produk di pasaran? 

 lebih murah 
 sama saja 
 lebih mahal 
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Kesesuaian harga terhadap kualitas produk dan jasa yang dihasilkan Koperasi? 

a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Cukup sesuai 
d. Kurang sesuai 
e. Tidak sesuai 

 
Bagaimanakah ketersediaan produk di pasaran (kepeloporan)? 

a. Sangat banyak 
b. Banyak 
c. Cukup banyak 
d. Sedikit 
e. Tidak ada di pasaran 

 
 Apakah produk (barang dan jasa) yang dihasilkan Koperasi sudah sesuai dengan keinginan 

dan perilaku konsumen? 

 ya, seluruhnya 
 ya, sebagian 
 tidak 
 

 Apakah produk dan jasa yang dihasilkan Koperasi merupakan produk fokus (terkonsentrasi 
pada satu atau dua jenis produk tertentu)? 

 ya, seluruhnya (apa bentuknya?) ................................................. 
  ya, sebagian (apa bentuknya?) ................................................... 
 tidak 

 
 Apakah produk dan jasa yang dihasilkan Koperasi mempunyai keterkaitan dengan produk 

dan jasa lainnya (produk dapat saling melengkapi)? 

 ya, seluruhnya 
 ya, sebagian 
 tidak 
 

 Apakah Koperasi selalu melakukan kerjasama dengan lembaga usaha lainnya untuk 
menciptakan produk dan jasa baru? 

 ya, selalu (sebutkan untuk produk/jasa apa saja!)  
............................................................................................................. 

 ya, kadang-kadang (sebutkan untuk produk/jasa apa saja!)  
............................................................................................................. 

 tidak 
 

13. Inovasi yang dilakukan 
 

 Adakah produk/jasa baru yang ditawarkan Koperasi dalam satu tahun terakhir? 

 ada, lebih dari tiga produk/jasa baru (sebutkan) ....................... 
 ada, tiga produk/jasa baru (sebutkan) ......................................... 
 ada, dua produk/jasa baru (sebutkan) ........................................ 
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 ada, satu produk/jasa baru, yaitu ................................................. 
          tidak ada 

 
 

Variabel  #3 : KOHESIVITAS DAN PARTISIPASI ANGGOTA 
 
14. Kohesivitas anggota 
 

 Rasio transaksi anggota dibandingkan dengan non-anggota 

Jumlah partisipasi bruto (transaksi anggota pada Koperasi) = Rp ...................... 
Jumlah penjualan (transaksi non-anggota pada Koperasi) = Rp ...................... 

 Rasio pembagian SHU terhadap jasa usaha (partisipasi anggota dalam transaksi usaha) 

Jumlah SHU                                                                         = Rp ...................... 
Jumlah partisipasi bruto (transaksi anggota pada Koperasi) = Rp ...................... 

 
15. Rasio peningkatan jumlah anggota 

 
 Jumlah anggota pada tahun ini  =    .............. orang  
 Jumlah anggota pada tahun sebelumnya         =     ..............orang 

 
16. Persentase jumlah anggota yang melunasi simpanan wajib 

 
 Banyaknya anggota yang melunasi simpanan wajib       =   ..............orang 
 Banyaknya anggota yang seharusnya melunasi simpanan wajib =   ..............orang 

 
17. Persentase besaran simpanan selain simpanan pokok dan simpanan wajib 

 
 Besaran simpanan tahun ini = Rp ........................ 
 Besaran simpanan tahun lalu = Rp ........................ 

18. Rasio peningkatan jumlah penyertaan modal anggota kepada Koperasi 
 
 Besarnya penyertaan modal tahun ini = Rp ........................ 

Besarnya penyertaan modal tahun lalu = Rp ........................ 
 
19. Tingkat pemanfaatan pelayanan Koperasi oleh anggota  

 
 Jumlah anggota yang dilayani  =  ................orang 
 Jumlah seluruh anggota  =  ............... orang 

 
 
20. Pola pengkaderan 
 

 Apakah Koperasi memiliki Pola Kaderisasi? 

 ya (ceritakan, seperti apa?) ........................................................... 
 tidak 

           
 Apakah Koperasi memiliki Sistem Rekrutmen Kader? 

 ya (ceritakan, seperti apa?) .......................................................... 
 tidak 
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 Apakah Koperasi memiliki Sistem Pembinaan Kader? 

 ya (ceritakan, seperti apa?) ........................................................... 
 tidak 

          
 Jumlah kader yang menjadi Pengurus Koperasi  

 separuh, atau lebih 
 kurang dari separuh 

 
 

Variabel  #4 : ORIENTASI KEPADA PELAYANAN ANGGOTA 
 
21. Pendidikan dan pelatihan anggota 

 
 Apakah tertuang dalam program? 

 ya   
 tidak 

  
 Bagaimanakah realisasi pelaksanaan program pendidikan dalam pelatihan? 

 dilaksanakan sepenuhnya 
 dilaksanakan sebagian 
 tidak dilaksanakan 

 
 Jenis pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan selama satu tahun terakhir? 

1. ................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................... 
4 ................................................................................................................... 
5. .................................................................................................................... 

 
 Jumlah anggota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan  =    ...............orang 

 
22. Keterkaitan antara usaha Koperasi dengan kepentingan anggota 

 
 Jumlah usaha koperasi yang terkait dengan 
 kepentingan ekonomi anggota = .....................unit 
 Jumlah usaha koperasi seluruhnya = .....................unit 

 
 
 
 
23. Transaksi usaha Koperasi dengan usaha/kegiatan anggota  
 

 Jumlah partisipasi bruto (transaksi anggota pada Koperasi) = Rp ...................... 
 Jumlah transaksi usaha seluruhnya = Rp ...................... 
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Variabel  #5 : PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT 
 
24. Pelayanan usaha/kegiatan Koperasi (dalam bentuk barang dan jasa) yang dapat dinikmati 

oleh masyarakat non-anggota 
 

 Jumlah penjualan (transaksi non-anggota dengan koperasi) = Rp ............... 
 Jumlah potensi transaksi seluruhnya       = Rp ................ 

 
25. Persentase besaran dana yang disisihkan dari anggaran pendapatan dan belanja Koperasi 

untuk pelayanan sosial (community development) yang dapat dinikmati oleh masyarakat  
 Jumlah dana yang digunakan untuk pelayanan sosial =  Rp ..................... 
 (dalam bentuk apa, sebutkan) ........................................................ 
 Jumlah anggaran belanja =  Rp ..................... 

26. Kemudahan masyarakat mendapatkan informasi bisnis yang disebarkan oleh Koperasi   
 
 Jumlah informasi bisnis yang disebarkan oleh Koperasi 
 kepada masyarakat  = ........................... 
 Jumlah informasi bisnis yang dimiliki oleh koperasi = ......................... 

 
27. Tanggapan masyarakat sekitar terhadap keberadaan Koperasi 

(ditanyakan kepada tokoh masyarakat, dan dapat dibuktikan dengan adanya keluhan masyarakat 
sekitar terhadap Koperasi) 

 sangat baik  
 baik 
 cukup baik 
 kurang baik 
 tidak baik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variabel  #6 : KONTRIBUSI TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH 
 
28. Ketaatan Koperasi dalam pembayaran pajak 

Apakah koperasi memiliki NPWP dan nomor/identitas retribusi daerah lainnya?  

 ya (dimintakan copy bukti-bukti yang sah) 
 tidak 
 
 Bagaimana ketepatan Koperasi dalam membayar pajak? 

(dimintakan copy bukti-bukti yang sah) 
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 membayar, lebih cepat dari waktu yang ditentukan 
 membayar, sesuai dengan waktu yang ditentukan 
 membayar, terlambat sampai seminggu dari waktu yang ditentukan 
 membayar, terlambat lebih dari seminggu dari waktu yang ditentukan 
 tidak membayar pajak pada tahun ini 
 

29. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja Koperasi 
 Jumlah tenaga kerja tahun sebelumnya =...................orang 
 Jumlah tenaga kerja tahun ini = ..................orang 
 

30. Tingkah upah karyawan 
 
 Besar upah karyawan rata-rata = Rp ...................... 
 Besar UMR yang ditetapkan tahun ini = Rp .................



 

 

Kuesioner I-b 

LEMBAR PENGGALIAN DATA 
Apa Yang Dirasakan Anggota terhadap Kinerja Pelayanan Koperasi 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
I. Aspek Tampilan Fisik (Tangibles) 
 

A. Kondisi Prasarana dan Sarana Kantor Koperasi: 
 

Item Penilaian 
Yang Dirasakan Anggota 

SM M CM KM TM 

1.   Kualitas kantor Koperasi?      

2.   Kenyamanan ruang kerja?      

3.   Sarana penunjang ruang kerja? (parkir, toilet, dsb)         

 Keterangan:  SM = Sangat Memadai  CM = Cukup Memadai  TM = Tidak Memadai 
  M   = Memadai KM = Kurang Memadai    
 

B. Fasilitas Penunjang: 
 

Item Penilaian 
Yang Dirasakan Anggota 

SM M CM KM TM 

4.   Dukungan peralatan penunjang operasional?      

5.   Dukungan bahan penunjang kegiatan administrasi?      

6.   Kelengkapan sarana komunikasi yang tersedia?         

7.   Dukungan prasarana fisik untuk ruang tunggu, tenaga 
counter, dan ruang karyawan administrasi?      

 Keterangan:  SM = Sangat Memadai  CM = Cukup Memadai  TM = Tidak Memadai 
  M   = Memadai KM = Kurang Memadai     
  

C. Dukungan Petugas Pelayanan: 
 

Item Penilaian 
Yang Dirasakan Anggota 

SM M CM KM TM 

8.   Apakah kelembagaan Koperasi telah didukung oleh 
karyawan administrasi yang memadai?      

9.   Apakah kegiatan operasional Koperasi telah didukung 
oleh petugas lapangan yang memadai?      

10.  Apakah kelembagaan Koperasi telah didukung dengan 
struktur pengelolaan organisasi yang memadai?        

 Keterangan:  SM = Sangat Memadai  CM = Cukup Memadai  TM = Tidak Memadai 
  M   = Memadai KM = Kurang Memadai     



 

 
 

II. Aspek Keterandalan (Reliability) 
 

A. Kecepatan dalam Pelayanan: 
 

Item Penilaian 
Yang Dirasakan Anggota 

SC C CC AL L 

11.  Koordinasi karyawan di lingkungan interen Koperasi?        

12.  Koordinasi karyawan Koperasi dengan organisasi/ 
instansi teknis lain yang berkepentingan?        

13.  Proses penanganan kelengkapan administrasi?        

14. Pemeriksaan lapangan terkait dengan pelayanan yang 
diajukan anggota?      

15. Penyelesaian proses pelayanan anggota sejak dari awal 
hingga akhir?      

 Keterangan:  SC  = Sangat Cepat C = Cepat                            CC =  Cukup Cepat 
  AL =  Agak Lambat    L = Lambat 

 
B. Ketepatan dalam Pelayanan: 

 

Item Penilaian 
Yang Dirasakan Anggota 

SS HSS ASS KSS TSS 

16.  Ketepatan langkah2 proses pelayanan administrasi?        

17.  Kesesuaian dengan jadual waktu yang ditetapkan?        

18. Kemampuan untuk melayani secara “benar “sejak dari 
awal hingga akhir proses?      

 Keterangan:  SS =  Sesuai Standar          ASS = Agak Sesuai Standar     TSS = Tdk Sesuai Standar 
  HSS   =  Hampir Sesuai Standar   KSS = Kurang Sesuai Standar     

C. Kemampuan dan Kesigapan dalam Pelayanan: 
 

Item Penilaian Yang Dirasakan Anggota 
SS HSS ASS KSS TSS 

19.  Kesigapan yang ditunjukkan para petugas 
pelayanan?        

20. Sikap profesional yg ditunjukkan petugas pelayanan?      

 Keterangan:  SS = Sesuai Standar      ASS = Agak Sesuai Standar    TSS = Tdk Sesuai Standar 
  HSS   = Hampir Sesuai Standar   KSS =   Kurang Sesuai Standar     
 
 
 
 
 
 
III.  Aspek Daya Tanggap (Responsiveness) 
 



 

 
 

A. Ketanggapan Petugas Pelayanan: 
 
 

Item Penilaian 
Yang Dirasakan Anggota 

ST T CT KT TT 

21.  Ketanggapan yang dimiliki petugas pelayanan?        

22. Ketanggapan petugas pelayanan dalam melayani 
keluhan-keluhan anggota?      

 Keterangan:  ST = Sangat Tanggap  CT = Cukup Tanggap TT = Tidak Tanggap 
  T   = Tanggap    KT = Kurang Tanggap     
 

B. Kemampuan dalam Memberikan Informasi:  
 

Item Penilaian 
Yang Dirasakan Anggota 

SM M CM KM TM 

23.  Ketersediaan brosur/papan pengumuman?        

24.  Keberadaan petugas pelayanan informasi?        

25.  Ketepatan informasi yang diberikan petugas?        

 Keterangan:  SM = Sangat Memadai  CM = Cukup Memadai  TM = Tidak Memadai 
  M   = Memadai KM = Kurang Memadai    
 
 
IV. Aspek Kemampuan dalam Memberikan Jaminan (Assurance) 
 

A. Kesopanan dalam Pelayanan: 
 

Item Penilaian 
Yang Dirasakan Anggota 

SM M CM KM TM 

26.  Keramahan sikap para karyawan Koperasi dlm 
melayani?        

27.  Kejujuran sikap para karyawan Koperasi dlm melayani?      

 Keterangan:  SM =Sangat Memadai  CM = Cukup Memadai  TM = Tidak Memadai 
  M   = Memadai KM = Kurang Memadai    
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Pemahaman dan Pengetahuan Petugas Pelayanan: 
 



 

 
 

Item Penilaian 
Yang Dirasakan Anggota 

SM M CM KM TM 

28.  Jaminan dari para petugas pelayanan atas kemungkinan 
kehilangan/kerusakan berkas administrasi?        

29.  Tingkat intelektualitas dan tanggung jawab para 
petugas dalam melayani?      

 Keterangan:  SM = Sangat Memadai  CM = Cukup Memadai  TM = Tidak Memadai 
  M   = Memadai KM = Kurang Memadai    
 
V.  Aspek Kemampuan Memberikan Perhatian Personal (Empathy) 
 

A. Perhatian Petugas Pelayanan dalam Melayani: 
 

Item Penilaian 
Yang Dirasakan Anggota 

SM M CM KM TM 

30.  Pemahaman para petugas thd kebutuhan anggota?        

31.  Sikap “adil” yang ditunjukkan para petugas pelayanan 
dalam melayani anggota?      

 Keterangan:  SM = Sangat Memadai  CM = Cukup Memadai  TM = Tidak Memadai 
  M   = Memadai KM = Kurang Memadai    
 

B.  Akses terhadap Petugas Pelayanan: 
 

Item Penilaian 
Yang Dirasakan Anggota 

SM M CM KM TM 

32.  Kemudahan dalam menghubungi para petugas kantor 
kecamatan selama proses pelayanan?        

33.  Pembagian kerja diantara petugas sesuai dengan 
kepentingan dan jenis pelayanan?      

 Keterangan:  SM = Sangat Memadai  CM = Cukup Memadai  TM = Tidak Memadai 
  M   = Memadai KM = Kurang Memadai    
 
 
 



 

 
 

Kuesioner I-c 

LEMBAR PENGGALIAN DATA 
Apa Yang Diharapkan Anggota terhadap Kinerja Pelayanan Koperasi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I. Aspek Tampilan Fisik (Tangibles) 
 

A. Kondisi Prasarana dan Sarana Kantor Koperasi: 
 

Item Penilaian 
Yang Diharapkan Anggota 

SM M CM KM TM 

1.   Kualitas kantor Koperasi?      

2.   Kenyamanan ruang kerja?      

3.   Sarana penunjang ruang kerja? (parkir, toilet, dsb)         

 Keterangan:  SM = Sangat Memadai  CM = Cukup Memadai  TM = Tidak Memadai 
  M   = Memadai KM = Kurang Memadai    
 

B. Fasilitas Penunjang: 
 

Item Penilaian 
Yang Diharapkan Anggota 

SM M CM KM TM 

4.   Dukungan peralatan penunjang operasional?      

5.   Dukungan bahan penunjang kegiatan administrasi?      

6.   Kelengkapan sarana komunikasi yang tersedia?         

7.   Dukungan prasarana fisik untuk ruang tunggu, tenaga 
counter, dan ruang karyawan administrasi?      

 Keterangan:  SM = Sangat Memadai  CM = Cukup Memadai  TM = Tidak Memadai 
  M   = Memadai KM = Kurang Memadai    
 

C. Dukungan Petugas Pelayanan: 
 

Item Penilaian 
Yang Diharapkan Anggota 

SM M CM KM TM 

8.   Apakah kelembagaan Koperasi telah didukung oleh 
karyawan administrasi yang memadai?      

9.   Apakah kegiatan operasional Koperasi telah didukung 
oleh petugas lapangan yang memadai?      

10.  Apakah kelembagaan Koperasi telah didukung dengan 
struktur pengelolaan organisasi yang memadai?        

 Keterangan:  SM = Sangat Memadai  CM = Cukup Memadai  TM = Tidak Memadai 
  M  = Memadai KM =  Kurang Memadai    



 

 
 

II. Aspek Keterandalan (Reliability) 
 

A. Kecepatan dalam Pelayanan: 
 

Item Penilaian 
Yang Diharapkan Anggota 

SC C CC AL L 

11.  Koordinasi karyawan di lingkungan interen Koperasi?        

12.  Koordinasi karyawan Koperasi dengan organisasi/ 
instansi teknis lain yang berkepentingan?        

13.  Proses penanganan kelengkapan administrasi?        

14. Pemeriksaan lapangan terkait dengan pelayanan yang 
diajukan anggota?      

15. Penyelesaian proses pelayanan anggota sejak dari awal 
hingga akhir?      

 Keterangan:  SC = Sangat Cepat C = Cepat                  CC = Cukup Cepat 
  AL = Agak Lambat    L = Lambat 
 

B. Ketepatan dalam Pelayanan: 
 

Item Penilaian 
Yang Diharapkan Anggota 

SS HSS ASS KSS TSS 

16.  Ketepatan langkah2 proses pelayanan administrasi?        

17.  Kesesuaian dengan jadual waktu yang ditetapkan?        

18. Kemampuan untuk melayani secara “benar “sejak dari 
awal hingga akhir proses?      

 Keterangan:  SS     = Sesuai Standar                    ASS = Agak Sesuai Standar TSS = Tdk Sesuai Standar 
  HSS = Hampir Sesuai Standar   KSS = Kurang Sesuai Standar     

C. Kemampuan dan Kesigapan dalam Pelayanan: 
 

Item Penilaian Yang Diharapkan Anggota 
SS HSS ASS KSS TSS 

19.  Kesigapan yang ditunjukkan para petugas 
pelayanan?        

20. Sikap profesional yg ditunjukkan petugas pelayanan?      

 Keterangan:  SS     = Sesuai Standar                    ASS = Agak Sesuai Standar TSS = Tdk Sesuai Standar 
  HSS = Hampir Sesuai Standar   KSS = Kurang Sesuai Standar     
 
 
 
 
 
III.  Aspek Daya Tanggap (Responsiveness) 
 



 

 
 

A. Ketanggapan Petugas Pelayanan: 
 
 

Item Penilaian 
Yang Diharapkan Anggota 

ST T CT KT TT 

21.  Ketanggapan yang dimiliki petugas pelayanan?        

22. Ketanggapan petugas pelayanan dalam melayani 
keluhan-keluhan anggota?      

 Keterangan:  ST = Sangat Tanggap  CT = Cukup Tanggap TT = Tidak Tanggap 
  T    = Tanggap    KT = Kurang Tanggap     
 

B. Kemampuan dalam Memberikan Informasi:  
 

Item Penilaian 
Yang Diharapkan Anggota 

SM M CM KM TM 

23.  Ketersediaan brosur/papan pengumuman?        

24.  Keberadaan petugas pelayanan informasi?        

25.  Ketepatan informasi yang diberikan petugas?        

 Keterangan:  SM = Sangat Memadai  CM = Cukup Memadai  TM = Tidak Memadai 
  M   = Memadai KM = Kurang Memadai      
 
 
IV. Aspek Kemampuan dalam Memberikan Jaminan (Assurance) 
 

A. Kesopanan dalam Pelayanan: 
 

Item Penilaian 
Yang Diharapkan Anggota 

SM M CM KM TM 

26.  Keramahan sikap para karyawan Koperasi dlm 
melayani?        

27.  Kejujuran sikap para karyawan Koperasi dlm melayani?      

 Keterangan:  SM = Sangat Memadai  CM = Cukup Memadai  TM = Tidak Memadai 
  M   = Memadai KM = Kurang Memadai    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

B. Pemahaman dan Pengetahuan Petugas Pelayanan: 
 

Item Penilaian 
Yang Diharapkan Anggota 

SM M CM KM TM 

28.  Jaminan dari para petugas pelayanan atas kemungkinan 
kehilangan/kerusakan berkas administrasi?        

29.  Tingkat intelektualitas dan tanggung jawab para 
petugas dalam melayani?      

 Keterangan:  SM = Sangat Memadai  CM = Cukup Memadai  TM = Tidak Memadai 
  M   = Memadai KM = Kurang Memadai    
    
 
V.  Aspek Kemampuan Memberikan Perhatian Personal (Empathy) 
 

A. Perhatian Petugas Pelayanan dalam Melayani: 
 

Item Penilaian 
Yang Diharapkan Anggota 

SM M CM KM TM 

30.  Pemahaman para petugas thd kebutuhan anggota?        

31.  Sikap “adil” yang ditunjukkan para petugas pelayanan 
dalam melayani anggota?      

 Keterangan:  SM = Sangat Memadai  CM = Cukup Memadai  TM = Tidak Memadai 
  M   = Memadai KM = Kurang Memadai    
 

B.  Akses terhadap Petugas Pelayanan: 
 

Item Penilaian 
Yang Diharapkan Anggota 

SM M CM KM TM 

32.  Kemudahan dalam menghubungi para petugas kantor 
kecamatan selama proses pelayanan?        

33.  Pembagian kerja diantara petugas sesuai dengan 
kepentingan dan jenis pelayanan?      

 Keterangan:  SM = Sangat Memadai  CM = Cukup Memadai  TM = Tidak Memadai 
  M   = Memadai KM = Kurang Memadai    
 
 


